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ABSTRAK 
 
HANNA EVA VANYA, B 111 08 273, Penerapan Hak Mendahulu Atas 
Pembayaran Utang Pajak Pada Perkara Kepailitan PT. Artika Optima 
Inti (Dibimbing oleh Djafar Saidi, selaku Pembimbing I dan Ruslan 
Hambali, selaku Pembimbing II). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui putusan Hakim dari 
Pengadilan Niaga sampai Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung dalam 
perkara kepailitan PT. Artika Optima Inti dan implementasinya dengan 
penerapan hak mendahulu pembayaran utang pajak, serta untuk 
mengetahui pengaturan perundangan perpajakan terhadap wewenang 
Direktorat Jendral Pajak dalam menagih utang pajak pada perusahaan 
dalam proses pailit. 
Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan 
pendekatan secara normatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu 
penelitian kepustakaan (library research). Data dilengkapi dari data 
sekunder hasil analisis Putusan Pengadilan Niaga, Putusan Mahkamah 
Agung, berbagai peraturan perundang-undangan, dan dari referensi-
referensi (buku, artikel, karya ilmiah, jurnal, media cetak, majalah dan 
website), dan diolah dengan metode analisis kualitatif secara deduktif. 
Adapun temuan yang didapatkan dari hasil penelitian. 
Pertama,penerapan hak mendahulu yang dimiliki negara dalam kasus 
utang pajak PT AOI tersebut tidaklah langsung terpenuhi dalam Putusan 
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Namun pada akhirnya hak mendahului 
Negara terpenuhi pada Putusan Pengadilan Kembali Mahkamah Agung. 
Kedua, penagihan utang pajak terhadap perusahaan dalam proses pailit 
tidak diatur secara khusus dalam peraturan perpajakan dan UUK dan 
PKPU. Hak mendahului pajak juga tampak berbenturan dengan hak 
mendahului upah pekerja/buruh. Namun jika tagihan pihak pemegang hak 
istimewa, yang kedudukannya berada di bawah utang pajak, harus 
dipenuhi lebih dahulu maka utang pajak tentunya sudah harus dipenuhi 
sebelum peristiwa itu berlangsung. 
Kata Kunci: Putusan Pengadilan Niaga, Putusan Mahkamah Agung, 
Pajak, Pailit. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Menurut Abdulkadir Muhammad, Perikatan adalah hubungan 
hukum yang terjadi antara debitur dan kreditur, yang terletak dalam bidang 
harta kekayaan. Perikatan dapat timbul karena perjanjian maupun karena 
undang-undang. Pajak merupakan perikatan yang lahir dari undang-
undang yang mewajibkan wajib pajak yang telah memenuhi syarat yang 
telah ditentukan dalam undang-undang untuk membayar suatu jumlah 
tertentu kepada negara yang dapat dipaksakan, dengan tiada mendapat 
imbalan secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk 
membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Direktorat Jendral Pajak 
dalam tujuannya mencapai target penerimaan pajak yang maksimal, 
menerapkan sistem self assessment yaitu suatu sistem pemungutan 
pajakyang memberikan hak kepada wajib pajak untuk menghitung, 
menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang 
berdasarkanperaturan perpajakan yang berlaku. 1 
Dengan dianutnya sistem self assessment oleh Undang-undang 
Perpajakan tersebut, apabila ternyata wajib pajak melakukan kesalahan 
dalam menghitung utang pajaknya, Direktorat Jendral Pajak dapat 
melakukan penagihan pajak dengan menggunakan instrumen hukum 
yang disediakan. Instrumen hukum yang dimaksud meliputi instrumen 
                                                 
1
  PNH. Simanjuntak, Pokok Pokok Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Penerbit 
Djambatan, 1999, hal. 318. 
 2 
hukum yang sifatnya biasa (tidak memaksa) dan instrumen hukum yang 
sifatnya memaksa.2 
Telah diketahui, bahwa utang pajak pelunasannya dapat 
dipaksakan secara langsung. Untuk pajak, paksaan langsung dengan cara 
yang dilindungi oleh hukum (misalnya penyitaan yang disusul dengan 
penjualan barang sitaan dimuka hukum, bahkan paksaan badan yang 
dinamakan penyanderaan atau disebut juga gijzeling) memang sangat 
diperlukan, yaitu untuk meratakan beban itu sehingga dapat dirasakan 
keadilannya oleh wajib pajak. Jadi dengan cara memaksa negara 
memikulkan kewajiban kepada wajib untuk menyerahkan sebagian dari 
kekayaannya. Dengan demikian timbullah suatu kewajiban yang konkret 
untuk melakukan suatu prestasi kepada negara, dengan perkataan lain; 
kini timbulah suatu perikatan yang berdasarkan hukum publik. Oleh 
karena dapat dikatakan berbeda dengan hubungan perikatan pada 
umunya. Sepanjang tidak diatur, maka asas  danprinsip yang berlaku 
dalam hukum perdata masih tetap diterapkan.3 
Krisis moneter dan perbankan yang terjadi di Indonesia di akhir 
tahun 1997 menyebabkan terjadinya krisis ekonomi dan politik. Krisis 
moneter dan perbankan ditandai dengan banyaknya kasus kredit macet, 
yaitu ketidakmampuan debitor memenuhi kewajibannya untuk membayar 
utang yang telah jatuh tempo. Hal ini menjadi semakin parah dengan 
turunnya nilai mata uang rupiah pada tingkat yang sangat rendah 
                                                 
2
 Djafar Saidi, Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak, 
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008, hal. 100.  
3
 Santoso Brotodihardjo,Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Bandung: Refika Aditama, 
2003, hal. 113. 
 3 
terhadap dollar Amerika, sehingga menyebabkan ketidakmampuan para 
debitor untuk membayar utang yang telah jatuh tempo dan menimbulkan 
terjadinya banyak kasus kredit macet. 
Krisis moneter yang terjadi di Indonesia telah memberi pengaruh 
yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional, sehingga 
menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan 
utang piutang untuk meneruskan kegiatannya dan hal ini menimbulkan 
dampak yang sangat merugikan terhadap masyarakat. 
Banyaknya kasus kredit macet dan kebijakan suku bunga yang 
tinggi yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi jatuhnya nilai tukar 
rupiah terhadap dollar Amerika menyebabkan perbankan nasional menjadi 
hancur. Kehancuran perbankan nasional juga menyebabkan hancurnya 
sektor riil yang ditandai dengan jatuhnya berbagai sektor bisnis yang 
memicu terjadinya banyak kasus perusahaan yang dipailitkan karena  
tidak dapat membayar utang-utangnya termasuk utang pajak secara 
konsisten. 
Dalam hukum perdata, hal debitor hanya memiliki seorang kreditor 
dan debitor tidak membayar utangnya, maka kreditor akan menggugat 
debitor tersebut ke Pengadilan Niaga yang berwenang dan seluruh harta 
debitor menjadi sumber pelunasan utangnya kepada kreditor tersebut. 
Sebaliknya dalam hal debitor juga merupakan wajib pajak memiliki banyak 
kreditor dan harta kekayaan wajib pajak tidak cukup untuk melunasi utang 
semua kreditor termasuk utang pajak, maka kreditor akan berlomba 
dengan segala cara untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih 
 4 
dahulu. Kreditor yang datang dikemudian mungkin sudah tidak 
mendapatkan pembayaran atas utangnya karena harta debitor sudah 
habis. Maka hal tersebut sangat tidak adil dan merugikan.4 
Pengusaha (debitor) memiliki kewajiban untuk  menyelesaikan 
utang-utangnya pada para kreditor.Ketidakmampuan pengusaha untuk 
memenuhi janji pemenuhan pembayaran utang menyebabkan kreditor 
mengajukan permohonan kepailitan ke pengadilan niaga yang dapat 
mengakibatkan dipailitkannya perusahaan tersebut. 
Pailit merupakan suatu keadaan bahwa debitor tidak mampu untuk 
melakukan pembayaran terhadap utang dari para kreditornya. Keadaan 
tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi 
keuangan (financial distress) dari usaha debitor yang mengalami 
kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang 
mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang 
telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.5 
Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang 
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya 
disebut UU Kepailitan dan PKPU), persyaratan untuk dipailitkan sangat 
sederhana, bahwa yang dipailitkan adalah debitur yang memiliki dua atau 
lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh 
tempo dan dapat ditagih baik atas permohonannya sendiri atau 
permintaan dari seseorang atau lebih krediturnya. Maka untuk bisa 
                                                 
4
  Kepailitan di Indonesia oleh Imran Nating, www.solusihukum.com, diunduh pada 
tanggal3 Maret 2013. Pukul 16.00. 
5
 Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan, Surabaya: Kencana, 2007, hal. 1. 
 5 
dinyatakan pailit maka debitur harus telah memenuhi dua syarat yaitu 
memiliki dua kreditur, dan tidak membayar setidaknya satu utang yang 
telah jatuh tempo dan dapat ditagih.6 
Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian 
antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator. Kepailitan 
dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi 
terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan 
bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua 
kreditur sesuai dengan hak masing-masing.Lembaga kepailitan pada 
dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu solusi 
terhadap para pihak apabila debitur dalam keadaan berhenti 
membayar/tidak mampu membayar.7 
Pasal 1131 KUH Perdata berbunyi: 
Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang 
tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada di 
kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. 
Pasal 1132 KUH Perdata berbunyi: 
Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua orang 
yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu 
dibagi-bagi menurut keseimbangannya yaitu menurut besar kecilnya 
piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada 
alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. 
                                                 
6
 Gunawan Widjaja, Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan, Jakarta:PT 
RajaGrafindo Persada, 2002, hal. 84. 
7
 Kumpulan Artikel Hukum oleh Imran Nating,www.artikelhukumku.blogspot.com, 
diunduh pada tanggal 6 Maret 2013. Pukul 20.00 
 6 
Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata merupakan perwujudan 
adanya jaminan kepastian pembayaran atas transaksi yang telah 
diadakan oleh debitur terhadap krediturnya dengan kedudukan yang 
proporsional. Adapun hubungan kedua pasal tersebut adalah bahwa 
kekayaan debitur (Pasal 1131 KUH Perdata) merupakan jaminan bersama 
bagi semua krediturnya (Pasal 1132KUH Perdata) secara proporsional, 
kecuali kreditur dengan hak mendahului (hak preferen). 
 Dalam peraturan perundang-undangan perpajakan terdapat 
ketentuan  yang mengatur hak mendahului, yaitu Pasal 21 UU Nomor 6 
Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2007 (selanjutnya 
disebut UU KUP), yang berbunyi “Negara mempunyai hak mendahului 
untuk utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak.” Hakikat 
pasal tersebut menetapkan kedudukan negara sebagai kreditur preferen 
yang dinyatakan memiliki hak mendahului atas barang-barang milik 
penanggung pajak yang akan dilelang dimuka umum. Pembayaran 
kepada kreditur lain dilakukan setelah utang pajak dilunasi. Negara dalam 
hal ini adalah kewenangan Direktorat Jendral Pajak yang memiliki hak 
mendahului  untuk menagih utang dari Wajib Pajak yang melebihi hak 
mendahului lainnya. 
Dalam kasus tertentu ditemukan adanya penyimpangan dari prinsip 
hak mendahului yang dimiliki oleh Negara dalam hal ini Direktorat Jendral 
Pajak. Dalam Kasus PT. Artika Optima Inti (selanjutnya disebut PT AOI) 
yang diselesaikan dalam Pengadilan Niaga, ternyata tidak mendapat porsi 
yang sesuai dengan ketentuan “Hak Mendahulu” yakni mendapat prioritas 
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dalam pelunasan utang-utang pajaknya. Sebaliknya Negara hanya 
mendapat porsi kecil dari seluruh hasil pelelangan aset perusahaan. Maka 
untuk itu peneliti akan meneliti kasus PT. AOI untuk mengetahui 
implementasi dari hak mendahului dalam pelunasan utang pajak.  
Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kemudian menjadi latar 
belakang ketertarikan penulis untuk menyusun skripsi dengan judul 
“Penerapan Hak Mendahulu Atas Pembayaran Utang Pajak 
PadaPerkara Kepailitan PT. Artika Optima Inti”. 
B.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang 
dapat dipaparkan adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah penerapan hak mendahulu atas pembayaran 
utang pajak pada perkara kepailitan PT. Artika Optima Inti? 
2. Bagaimanakah pengaturan perundangan perpajakan terhadap 
wewenang Direktorat Jendral Pajak dalam menagih utang pajak 
pada perusahaan dalam proses pailit? 
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk: 
1. Mengetahui bagaimanapenerapan hak mendahulu atas 
pembayaran utang pajak pada perkara kepailitan PT. Artika 
Optima Inti. 
2. Untuk mengetahui pengaturan perundangan perpajakan 
terhadap wewenang Direktorat Jendral Pajak dalam menagih 
utang pajak pada perusahaan dalam proses pailit. 
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Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 
1. Bagi Wajib Pajak, agar lebih memperhatikan kewajibannya 
sebagai Subjek Pajak dan melunasi utang pajaknya. 
2. Bagi Wajib Pajak, untuk melengkapi informasi tentang 
kedudukan utang pajak dalam pemberesan harta pailit. 
3. Bagi Perseroan Terbatas, agar lebih menyehatkan 
menyehatkan kegiatan ekonominya dan menjalankan usahanya 
dari penunggakan utang pajak. 
Manfaat teoritis yang diperoleh penelitian ini adalah: 
1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan Hukum 
Pajak, terutama dalam hal kedudukan utang pajak sehubungan 
dengan kepailitan wajib pajak. 
2. Menambah pengetahuan tentang langkah yang harus ditempuh 
apabila harta pailit kurang dari jumlah utang pajak. 
3. Menjadikan bahan pemikiran bagi pemerintah, legislatif dan 
pejabat pajak untuk dapat menetapkan ketentuan perpajakan 
yang lebih sempurna di masa yang akan datang . 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Hukum Pajak  
1.  Pengertian Pajak 
Pajak menurut Rochmat Sumitro adalahiuran rakyat kepada Kas 
Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan 
tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat 
ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.8 
UU KUP telah memberikan pengertian Pajak yaitu kontribusi wajib 
kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.9 
Untuk mengenali karakteristik pajak dapat dilakukan dengan 
mengenali definisi atau pengertian mengenai pajak, antara lain:10 
 Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH; 
Pajak adalah peralihankekayaan dari pihak rakyat kepada kas 
negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”nya 
digunakan untuk public serving yang merupakan sumber utama 
untuk membiayai public investment. 
 
                                                 
8
 Marsyahrul Tony, Pengantar Perpajakan, Jakarta: Gramedia Widiasarana 
Indonesia,2005, hal. 2. 
9
 Pasal 1 Angka 1 UU KUP. 
10
 Santoso Brotodihardjo, op.cit., hal. 3 – 6. 
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 Dr. Soeparman Soemahamidjaja 
Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang 
dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, 
guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa 
kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. 
 Prof. P.J.A Adriani 
Pajak adalah iuran kepada negara (yang akan dipaksakan) 
yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut 
peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, 
yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk 
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan 
tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 
 Prof. Dr. Smeets 
Pajak adalah prestasi kepada Pemerintah yang terhutang 
melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, 
tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal 
yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai 
pengeluaran pemerintah. 
Dari pengertian pajak yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan 
ciri atau karakteristik pajak sebagai berikut:  
 Pajak dipungut berdasarkan adanya undang-undang ataupun 
peraturan pelaksanaannya;  
 Terhadap pembayaran pajak tidak ada kontraprestasi yang 
dapat ditunjukkan secara langsung;  
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 Pemungutannya dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat 
maupun pemerintah daerah, yang oleh karenanya kemudian 
muncul istilah pajak pusat dan pajak daerah;  
 Hasil dari uang pajak dipergunakan untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin 
maupun pengeluaran pembangunan, yang apabila terdapat 
kelebihan maka sisanya dipergunakan untuk public investment.  
 Disamping mempunyai fungsi sebagai alat untuk memasukkan 
dana dari rakyat ke dalam kas negara (fungsi budgeter), pajak 
juga mempunyai fungsi yang lain, yakni fungsi mengatur. 
Disamping memiliki karakteristik seperti tersebut diatas, pajak 
mempunyai unsur-unsur yang sama dengan pungutan lainnya, unsur 
pajak menurut Rochmat Soemitro adalah:11 
a. Masyarakat (kepentingan umum);  
b. Undang-Undang;  
c. Pemungut Pajak - Penguasa Masyarakat;  
d. Subjek pajak – Wajib Pajak;  
e. Objek pajak – Tatbestand;  
f. Surat ketetapan pajak (fakultatif). 
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU KUP, wajib pajak adalah orang 
pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, 
termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu. Pada hakikatnya, 
                                                 
11
 Y. Sri Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak, Yogyakarata: Andi, 2006, hal. 13. 
 12 
wajib pajak tidak boleh terlepas dari konteks perorangan agar tidak 
terlepas dari kedudukannya sebagai orang pribadi. Sementara itu, badan 
sebagai wajib pajak, dapat berupa badan tidak berstatus badan hukum, 
atau badan yang berstatus badan hukum, baik yang tunduk pada hukum 
privat maupun yang tunduk pada hukum publik. 12 
Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 
(dua) bagian, yaitu:13 
1. Pajak Pusat 
Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah 
Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat 
Jenderal Pajak (Kementerian keuangan). 
Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat, 
akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor 
Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan 
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di Kantor Pusat 
Direktorat Jenderal Pajak. 
Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak 
meliputi: 
a. Pajak Penghasilan (PPh) 
PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi 
atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh 
dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan 
                                                 
12
 Djafar Saidi, Pembaruan Hukum  Pajak, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, hal. 
41-42. 
13
 Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak, hal. 4-8. 
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penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan 
ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik 
yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar 
Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk 
menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan 
dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan 
demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan 
usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. 
b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN ) 
PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang 
Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah 
Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, 
perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi 
Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. 
Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang 
Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain 
oleh Undang-undang PPN. 
c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 
Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang 
Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga 
dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang Kena 
Pajak yang tergolong mewah adalah: 
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 Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan 
pokok; atau 
 Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; 
atau 
 Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh 
masyarakat berpenghasilan tinggi; atau 
 Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan 
status; atau 
 Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan 
moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban 
masyarakat. 
d. Bea Materai 
Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas 
pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta 
notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan 
efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas 
jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. 
2. Pajak Daerah 
 Pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah 
Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. 
Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak derah, 
akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor 
Pajak Daerah atau Kantor sejenisnya yang dibawahi oleh 
Pemerintah Daerah setempat. 
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 Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik 
Propinsi maupun Kabupaten/Kota antara lain meliputi: 
a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau 
pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan 
Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi 
penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah 
baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota. 
Mulai 1 Januari 2010, PBB Perdesaan dan perkotaan 
menjadi Pajak Daerah sepanjang Peraturan Daerah 
tentang PBB yang terkait dengan Perdesaan dan 
Perkotaan telah diterbitkan. Apabila dalam jangka waktu 
dari 1 Januari 2010 s.d Paling lambat 31 Desember 2013 
Peraturan Daerah belum diterbitkan, maka PBB 
Perdesaan dan Perkotaan tersebut masih tetap dipungut 
oleh Pemerintah Pusat. Mulai 1 januari 2014, PBB 
pedesaan dan Perkotaan merupakan pajak daerah. Untuk 
PBB Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan masih tetap 
merupakan Pajak Pusat. 
b. Pajak Propinsi 
 Pajak Kendaraan Bermotor; 
 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 
 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor; 
 Pajak Air Permukaan; 
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 Pajak Rokok; 
c. Pajak Kabupaten/Kota 
 Pajak Hotel; 
 Pajak Restoran; 
 Pajak Hiburan; 
 Pajak Reklame; 
 Pajak Penerangan Jalan; 
 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 
 Pajak Parkir; 
 Pajak Air Tanah; 
 Pajak sarang Burung Walet; 
 Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan; 
 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan; 
2.  Pengertiandan Ruang Lingkup Hukum Pajak 
Hukum pajak sebagai bagian ilmu hukum memiliki istilah yang 
berbeda-beda karena penggunaan bahasa yang menyebabkannya. Dalam 
literarur berbahasa Inggris, hukum pajak disebut tax law, kemudian dalam 
bahasa Belanda disebut belasting recht. Sementara itu, dalam literatur 
berbahasa Indonesia digunakan istilah selain hukum pajak juga hukum 
fiskal. Sebenarnya hukum pajak dengan hukum fiskal memiliki substansi 
yang berbeda. Hukum pajak hanya sekedar membicarakan tentang pajak 
sebagai objek kajiannya, sedangkan hukum fiskal meliputi pajak dan 
sebagian keuangan negara sebagai objek kajiannya.14 
                                                 
14
 Djafar Saidi, op.cit., hal. 1. 
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Menurut Djafar Saidi, pengertian hukum pajak pada garis besarnya 
dapat dibagi dalam arti luas dan dalam arti sempit. Hukum pajak dalam 
arti luas adalah hukum yang berkaitan dengan pajak. Hukum pajak dalam 
arti sempit adalah seperangkat kaidah hukum tertulis yang mengatur 
hubungan antara pejabat pajak dengan wajib pajak yang memuat sanksi 
hukum.15 
Disamping pengertian hukum pajak tersebut diatas, Rochmat 
Soemitro mengemukakan hukum pajak ialah suatu kumpulan peraturan 
yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan 
rakyat sebagai pembayar pajak. Lain perkataan, hukum pajak 
menerangkan:16 
1. Siapa-siapa wajib pajak (subjek pajak); 
2. Kewajiban-kewajiban mereka terhadap pemerintah; 
3. Hak-hak pemerintah; 
4. Cara penagihan; 
5. Cara pengajuan keberatan dan sebagainya. 
Berbeda halnya yang dikemukakan oleh Santoso Brotodiharjo 
bahwa hukum pajak yang juga disebut hukum fiskal adalah keseluruhan 
peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untukm 
mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada 
masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian 
dari hukum public, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara 
                                                 
15
 Ibid. 
16
 Ibid., hal. 2. 
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negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban 
membayar pajak (selanjutnya sering disebut wajib pajak).17 
Menurut Bohari, pengertian hukum pajak adalah suatu kumpulan 
peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai 
pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Dengan lain 
perkataan hukum pajak menerangkan:18 
1. Siapa-siapa wajib pajak (subjek pajak); 
2. Objek-objek apa yang dikenakan pajak (objek pajak); 
3. Kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah; 
4. Timbul dan hapusnya utang pajak; 
5. Cara penagihan pajak, dan 
6. Cara mengajukan keberatan dan banding pada peradilan pajak 
Istilah pajak sering disamakan dengan istilah fiskal, yang berasal 
dari bahasa latin fiscal yang berarti kantong uang atau keranjang uang. 
Istilah fiskal yang dimaksud sekarang adalah kas negara sedangkan 
fiscus disamakan dengan pihak yang mengurus penerimaan negara atau 
disebut juga administrasi pajak.19 
Hukum pajak sebagai bagian dari ilmu hukum, memiliki ruang 
lingkup berlakunya maupun materi yang dikandungnya. Ditinjau dari 
materinya, hukum pajak dibedakan atas 2 bagian yaitu:20 
 
 
                                                 
17
 Ibid. 
18
 Bohari, Pengantar Hukum Pajak, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 29. 
19
 Ibid., hal 28. 
20
 Djafar Saidi, op.cit., hal. 23-25. 
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1. Hukum pajak materiil 
Hukum pajak materiil adalah kumpulan kaidah hukum yang mengatur 
tentang keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan, dan peristiwa2 
hukum yang terkait dengan objek pajak, subjek pajak, wajib pajak, 
dasar pengenaan pajak, tarif pajak, masa pajak, dan tahun pajak. 
Kaidah hukum pajak materiil dapat ditemukan dalam berbagai Undang-
undang, misalnya, secara keseluruhan kaidah hukum materiil terdapat 
dalam UU PPh, dan UU PPN serta sebagian hanya dalam UU KPB, 
UU CK, UU BM, dan UU PDRD, akrena juga berisikan kaidah hukum 
formal. Dalam arti, ada percampuran antara kaidah hukum materiil 
dengan kaidah hukum formal dalam Undang-undang Pajak tersebut. 
2. Hukum pajak formal 
Huku pajak formal adalah kumpulan kaidah hukum yang mengatur 
tentang bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum 
pajak materiil. Sebenarnya hukum pajak formal berupaya untuk 
menjamin agar kaidah hukum pajak materiil ditegakkan.  
Kaidah hukum pajak formal dapat ditemukan secara keseluruhan 
dalam UU KUP dan sebagian hanya terdapat dalam UU KPB, UU CK, 
UU BM, serta UU PDRD. Hal ini disebabkan karena Undang-undang 
Pajak tersebut berisikan pula ketentuan hukum pajak materiil.  
Karena yang menjadi masalah dalam kasus kepailitan PT AOI 
adalahtidak terpenuhinya hak-hak Negara terhadap pendahuluan 
pembayaran pajaknya, maka kasus kepailitan ini masuk ke dalam lingkup 
hukum pajak formil.Karena menyangkut langkah-langkah yang dilakukan 
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Negara atau Direktorat Jendral Pajak yang diwakili oleh Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Tanah Abang Dua dalam penagihan dan pelunasan pajak 
yang tidak dibayarkan seluruhnya pada kasus kepailitan PT AOI tersebut. 
3.  Pengertian, Timbul, dan BerakhirnyaUtang Pajak 
Pada hakikatnya, istilah utang pajak tidak berbeda dengan pajak 
yang terutang sebagai suatu kewajiban yang wajib dibayar lunas oleh 
wajib pajak dalam jangka waktu yang ditentukan. Kedua istilah tersebut 
dapat dilihat dalam berbagai literatur yang terkait dengan hukum pajak. 
Disamping itu, ditemukan pula pada penggunaannya yang berbeda dalam 
Undang-undang Pajak, khususnya pada UU KUP dan UU Penagihan 
Pajak Dengan Surat Paksa (selanjutnya disebut UU PPSP).21 
Istilah utang pajak digunakan dalam UU PPDSP dengan 
perngertian bahwa utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar 
termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang 
tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan 
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sementara itu, 
istilah pajak yang terutang digunakan dalam UU KUP dengan pengertian 
bahwa pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu 
saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun 
pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
yang berlaku.22 
Kedua pengertian mengenai utang pajak tersebut, memiliki 
perbedaan secara prinsipil. Perbedaannya tidak merupakan suatu 
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 Ibid., hal. 197. 
22
 Ibid. 
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perluasan pengertian utang pajak, melainkan hanya ketidaksesuaian 
antara UU KUP dengan UU PPDSP. Kalau terjadi semacam ini, dalam 
penerapannya digunakan asas hukum yang mengatakan bahwa aturan 
yang khusus mengesampingkan aturan yang umum (lex specialis derogat 
lex generalis).23 
Penggunaan asas hukum tersebut, wajib dimaklumi bahwa UU 
KUP merupakan suatu “ketentuan-ketentuan umum” yang menjadi dasar 
bagi Undang-undang Pajak lainnya, termasuk UU PPDSP sebagai 
“ketentuan-ketentuan khusus” mengenai penagihan pajak dengan 
menggunakan surat paksa. Asas hukum ini perlu dikembangkan untuk 
memberi pemahaman bagi wajib pajak maupun pejabat pajak yang 
bertugas mengelolah pajak pusat atau pajak daerah dalam melaksanakan 
ketentuan-ketentuan yang terkait dengan penagihan pajak sebagai bagian 
dari penegakan hukum pajak. Hakikat yang terkandung dalam UU KUP 
memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat umum tentang penagihan 
pajak. Sementara itu, UU PPDSP memuat ketentuan-ketentuan khusu 
tentang penagihan pajak yang terkait dengan surat paksa.24 
Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai pengertian utang 
pajak dengan pajak yang terutang, disarankan yang paling tepat 
digunakan adalah pengertian utang pajak yang terdapat dalam UU 
PPDSP. Pertimbangannya adalah lebih luas cakupannya dibandingkan 
dengan pengertian utang pajak sebagaimana dimaksud dalam UU KUP, 
karena memasukkan sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau 
kenaikan sebagai bagian dari utang pajak, berarti tidak hanya pajak yang 
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 Ibid., hal. 198. 
24
 Ibid. 
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kurang terbayar melainkan termasuk pula sanksi administrasi itu sendiri. 
Utang pajak dengan pajak yang terutang dapat disinkronisasikan menjadi 
satu kesatuan dalam suatu pengertian yang mengandung substansi 
hukum yang sangat luas jangkauannya agar tidak membingungkan wajib 
pajak dalam pelaksanaannnya.25 
Megenai timbulnya utang pajak terdapat perbedaan pendapat atau 
persepsi di kalangan ahli hukum pajak karena sudut pandang yang 
dijadikan sebagai pokok bahasan yang berbeda pula. Perbedaan itu 
sebagai wacana terbaik dalam perkembangan hukum pajak di masa kini 
maupun di masa dating. Perbedaan pendapat atau persepsi mengenai 
timbulnya utang pajak dikategorikan sebagai salah satu sumber hukum 
pajak yang berada pada tataran doktrin di kalanan ahli hukum pajak 
sepanjang pendapat tersebut diterima sebagai suatu perkembangan 
positif di bidang perpajakan.26 
Lebih lanjut, dikatakan oleh Santoso Brotodiharjo bahwa timbulnya 
utang pajak tidaklah selalu diyatakan dengan terang di dalam undang-
undangnya, pada saat manakah terjadi suatu utang pajak melainkan 
dicurahkannyalah semua perhatian kepada timbulnya keharusan untuk 
membayarnya. Demikian itu adalah karena dalam praktik sehari-hari, saat 
yang disebut ini jauh lebih penting. Begitu pula yang dikatakan oleh 
Rochmat Soemitro bahwa utang pajak adalah utang yang timbulnya 
secara khusus, karena negara (kreditor) terikat dan tidak dapat memilih 
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secara bebas, siapa yang akan dijadikan debiturnya. Hal ini terjadi karena 
utang pajak timbul karena undang-undang.27 
Terdapat dua teori timbulnya utang pajak yang sangat memperoleh 
perhatian di kalangan ahli hukm pajak untuk dikaji berdasarkan hukum 
pajak sehingga boleh menunjang pengembangan hukum pajak di masa 
kini dan mendatang, yaitu:28 
a. Teori Materiil 
Utang pajak timbul karena Undang-undang Pajak telah 
memenuhi syarat tatbestand yang terdiri dari keadaan-keadaan, 
peristiwa-peristiwa, atau perbuatan-perbuatan tertentu sehingga 
tidak memerlukan campur tangan pejabat pajak untuk 
menerbitkan surat ketetapan pajak. Keberadaan surat ketetapan 
pajak hanya sekedar untuk melakukan penagihan pajak dan 
tidak menimbulkan utang pajak, melainkan hanya karena 
memenuhi syarat tatbestand yang terdapat dalam Undang-
undang Pajak. 
Berdasarkan teori materiil, surat ketetapan pajak memiliki fungsi, 
sebagai berikut: 
 dasar penagihan pajak; dan  
 menentukan jumlah utang pajak. 
Kelemahan teori materiil ini adalah bahwa pada saat utang 
pajak itu timbul tidak diketahui dengan pasti, atau belum 
diketahui dengan pasti berapa besarnya utang pajak, karena 
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kebanyakan wajib pajak tidak memahami dan menguasai 
ketentuan Undang-undang Pajak sehingga kurang mampu 
menerapkannya. 
b. Teori Formal 
Utang pajak timbul karena perbuatan hukum dari pejabat pajak 
yang bertugas mengelolah pajak pusat atau pajak daerah yang 
menerbitkan surat ketetapan pajak terhadap wajib pajak. 
Berdasarkan teori formal surat ketetapan pajak memiliki fungsi 
sebagai berikut: 
 menimbulkan utang pajak; 
 dasar penagihan pajak; 
 menentukan jumlah pajak yang terutang. 
Keuntungan dari teori formal adalah pada saat utang pajak 
timbul karena yang menentukan besarnya pajak itu adalah 
pejabat pajak yang bertugas mengelolah pajak pusat atau pajak 
daerah yang menguasai ketentuan-ketentuan Undang-undang 
Pajak. 
Kelemahan teori formal ini adalah bahwa besar sekali 
kemungkinannya utang pajak ditetapkan tidak sesuai dengan 
keadaan yang sebenarnya dan bahwa teori formal ini tidak 
dapat diterapkan terhadap pajak tidak langsung karena pajak 
tidak langsung tidak menggunakan surat ketetapan pajak. 
Sebagaimana telah dikemukakan bahwa timbulnya utang pajak 
bukan hanya telah dipenuhinya tatbestand, tetapi juga karena perbuatan 
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hukum dari pejabat pajak. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh pejabat 
pajak yang bertugas mengelolah pajak pusat atau pajak daerah tersebut 
adalah menerbitkan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak 
sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Pajak. Demikian pula 
halnya bagi berakhirnya utang pajak karena berbagai sarana hukum yang 
tersedia dalam Undang-undang Pajak. UU KUP maupun Undang-undang 
Pajak lainnya menetapkan berbagai cara yang dilakukan untuk mengakhiri 
utang pajak, antara lain:29 
a. Pembayaran 
Pembayaran adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 
wajib pajak, penanggung pajak, atau kuasa hukumnya untuk 
mengakhiri utang pajaknya dengan cara membayar dalam 
bentuk sejumlah uang ke kas negara. 
Dalam hubungan ini Santoso Brotodihardjo mengemukakan 
bahwa dalam hubungan dengan hukum pajak yang dimaksud 
ialah pembayaran dengan mata uang, bahkan lebih tegas lagi, 
dnegan mata uang dari negara yang memungut pajak ini, jadi 
untuk negara kita dengan rupiah karena jumlah utang pajak 
ditentukan dalam mata uang rupiah pula. 
b. Pembayaran dengan cara lain 
Pelunasan pajak tidak selalu dilakukan dengan cara membayar 
dalam bentuk uang, tetapi uUndang-undang Pajak 
memperkenankan pembayaran dengan cara lain. Dalam arti, 
pembayaran yang digunakan oleh wajib pajak bukan dalam 
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bentuk uang melainkan dengan cara suatu perbuatan hukum 
yang diperkenankan dalam hukum pajak. Dengan demikian, 
pembayaran dengan cara lain (tidak menggunakan uang 
sebagai alat bayar) tidak merupakan suatu pelanggaran hukum 
karena diperkenankan oleh Undang-undang Pajak. 
c. Kompensasi 
Hukum pajak mengenal pula cara lain untuk berakhir utang 
pajak dalam bentuk kompensasi, yang dilakukan oleh wajib 
pajak dengan pejabat pajak yang bertugas mengelolah pajak 
pusat atau pejabat pajak yang bertugas mengelolah pajak 
daerah selaku penagih pajak. Kelebihan pembayaran pajak 
dapat terjadi karena disebabkan oleh berbagai hal, seperti 
perubahan Undang-undang Pajak, kekeliruan pembayaran 
pajak, adanya pemberian pengurangan, dan sebagainya. Oleh 
karena itu, kelebihan pembayaran pajak adalah hak wajib pajak 
dan dapat dikreditkan. Setelah wajib pajak memperhitungkan 
kredit pajak dengan utang pajak yang timbul, ternyata terdapat 
kelebihan pembayaran pajak yang dapat dikompensasi dengan 
utang pajak yang timbul di masa mendatang. 
d. Peniadaaan 
Pajak yang terutang hanya dapat ditiadakan, karena alasan 
tertentu, umpamanya karena sawah kena musibah bencana 
alam (banjir,serangan hama, dan sebagainya) atau karena 
dasar penetapannya tidak benar. Dengan peniadaan utang ini 
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maka perikatan pajak menjadi berakhir, sehingga wajib pajak 
tidak lagi mempunyai kewajiban membayar pajak yang terutang. 
Peniadaan utang pajak hanya dapat terjadi karena berdasarkan 
permohonan wajib pajak yang dikabulkan oleh pejabat pajak 
yang bertugas mengelolah pajak pusat atau pajak daerah dapat 
berupa sebagai berikut: 
 Peniadaan sebagian utang pajak, adalah perbuatan 
hukum oleh pejabat pajak yang bertugas mengelolah 
pajak pusat atau pajak daerah untuk melakukan 
pengurangan atas sejumlah utang pajak yang seyogianya 
dibayar; 
 Peniadaan secara keseluruhan utang pajak adalah 
perbuatan hukum oleh pejabat pajak yang bertugas 
mengelolah pajak pusat atau pajak daerah untuk 
meniadakan seluruh utang pajak yang seharusnya 
dibayar. 
e. Pembebasan  
Pembebasan hanya diperuntukkan terhadap wajib pajak yang 
secara nyata dikenakan pajak, tetapi tidak memenuhi syarat-
syarat yang ditentukan dalam Undang-undang Pajak untuk 
diberikan pembebasan. Sekalipun demikian, wajib pajak tetap 
wajib menaati Undang-undang Pajak yang memberikan 
pembebasan sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum yang 
berakibat dapat dikenakan sanksi hukum pajak 
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f. Kedaluwarsa 
Rochmat Soemitro mengatakan kedaluwarsa adalahberakhirnya 
perikatan, baik untuk menagih utang, atau kewajiban untuk 
membayar utang karena lampaunya jangka waktu tertentu, 
sesuai dengan apa yang ditetapkan dan cara-cara yang 
ditentukan dalam Undang-undang Pajak. 
Utang pajak dikategorikan sebagai kedaluwarsa tatkala tlah 
lewat jangka waktu penagihannya sebagaimana yang 
ditentukan dalam Undang-undang Pajak yang bersangkutan, 
baik dalam UU KUP maupun UU PDRD. Dalam arti, bahwa 
kedaluwarsa suatu utang pajak boleh berbeda-beda dan boleh 
pula sama waktunya. 
4.  Penagihan Pajak 
Sebagaimana halnya dengan setiap kewajiban, makakewajiban 
yang timbul dalam hukum pajakharus dipenuhi, yaitu oleh yang 
berkeharusan membayar pajak itu. Tetapi sebaliknya pembuat undang-
undang pajak harus memperhatikan kemungkinan dangejala, bahwa tidak 
senantiasa kewajiban itu akan dipenuhi oleh yang bersangkutan dengan 
sukarela. 
Agar dipatuhinya undang-undang yang telah ditetapkan, maka 
perlunya tindakan penagihan. Yang dimaksud dengan penagihan pajak 
antara lain sebagai berikut: 
a. Menurut Rochmat Soemitro, penagihan adalah serangkaian tindakan 
dari Aparatur Direktorat Jendral Pajak karena Wajib Pajak tidak 
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memenuhi ketentuan undang-undang khususnya mengenai 
pembayaran pajak.30 
b. Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 
Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang No. 19 Tahun 2000, Pasal 1 angka 9, penagihan 
pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi 
utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau 
memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, 
memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, 
melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual 
barang yang telah disita.  
Penagihan pajak yang dilakukan oleh pejabat pajak yang bertugas 
mengelola pajak pusat atau pajak daerah wajib didasarkan pada suatu 
ketentuan pembenaran bahwa penagihan pajak merupakan perbuatan 
hukum yang tidak bertentangan dengan hukum pajak. Oleh karena itu, 
Undang-undang Pajak senantiasa memuat ketentuan yang memberikan 
pembenaran perbuatan hukum yang dilakukan oleh pejabat pajak yang 
bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah kepada wajib pajak. 
Pembenaran terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh pejabat 
pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah dalam 
rangka melakukan penagihan pajak tidak boleh menyimpang atau 
bertentangan dari ketentuan tentang “dasar penagihan pajak.”31 
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UU PPh dan UU PPN tidak mengatur mengenai dasar penagihan 
Pajak Penghasilan, Pajak pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah karena kedua hal tersebut hanya memuat ketentuan 
materiil dan tidak mengatur ketentuan formal tentang penagihan pajak. 
Adapun mengenai dasar penagihan pajak penghasilan, pajak 
pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah terdapat 
dalam UU KUP terdiri dari:32 
1. Surat tagihan pajak; 
2. Surat ketetapan pajak kurang bayar; 
3. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan; 
4. Surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan 
putusan banding yang menyebabkan bertambahnya jumlah 
pajak yang harus dibayar. 
Dasar penagihan pajak yang terdapat dalam UU KUP seyogianya 
mengalami penambahan berdasarkan pembaruan hukum pajak. 
Penambahan dasar penagihan pajak meliputi putusan gugatan dan 
putusan peninjauan kembali yang menyebabkan bertambahnya jumlah 
pajak yang masih harus dibayar. Dengan demikiaan, dasar penagihan 
pajak yang seyogianya diatur dalam UU KUP adalah:33 
1. Surat tagihan pajak; 
2. Surat ketetapan pajak kurang bayar; 
3. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan; 
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4. Surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan 
putusan banding, putusan gugatan dan putusan peninjauan 
kembali yang menyebabkan bertambahnya jumlah pajak yang 
masih harus dibayar. 
Dasar penagihan pajak daerah pada umumnya adalah sama, 
kecuali bagi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Dasar 
penagihan pajak daerah pada umumnya adalah sebagai berikut:34 
1. Surat tagihan pajak daerah; 
2. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar; 
3. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan; 
4. Surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan 
putusan banding yang menyebabkan bertambahnya jumlah 
pajak yang harus dibayar. 
Sementara itu, pengecualian dasar penagihan pajak bumi dan 
bangunan perdesaan dan perkotaan adalah “surat pemberitahuan pajak 
terutang”. Dasar penagihan ini tidak dijumpai pada pajak kendaraan 
bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan bea perolehan hak 
atas tanah dan bangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak bumi dan 
bangunan perdesaan dan perkotaan menganut teori formal mengenai 
timbulnya utang pajak. Oleh karena utang pajak yang termuat dalam surat 
pemberitahuan pajak terutang merupakan campur tangan pejabat pajak 
yang bertugas mengelola pajak daerah.35 
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Jika dicermati dasar penagihan pajak daerah tersebut ternyata 
putusan pengadilan pajak yang terkait dengan gugatan dan putusan 
peninjauan kembali yang menyebabkan bertambahnya jumlah pajak 
daerah yang harus dibayar bukan merupakan dasar penagihan pajak 
daerah. Agar terdapat keseragaman sebagai satu kesatuan yang tak 
terpisahkan, perlu dilakukan perubahan terhadap dasar penagihan pajak 
daerah yang terdapat pada Pasal 101 ayat (2) UU PDRD. Perubahan 
tersebut memasukkan putusan gugatan dan putusan peninjauan kembali 
yang menyebabkan bertambahnya jumlah pajak yang harus dibayar 
adalah dasar penagihan pajak daerah ke depan. 36 
Dalam penagihan pajak terdapat jenis-jenis penagihan yang dapat 
dilakukan oleh pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau 
pajak daerah kepada wajib pajak, yaitu:37 
1. Penagihan Secara Biasa 
Penagihan secara biasa adalah tindakan pejabat pajak yang 
bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah kepada 
wajib pajak karena tidak membayar lunas pajaknya yang 
terutang tanpa paksaan secara nyata.  
Penagihan secara biasa dilakukan oleh pejabat pajak yang 
bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah dengan 
menggunakan instrumen hukum pajak sebagaimana yang 
terdapat dalam Undang-undang Pajak. Sarana hukum pajak 
yang terkait dengan penagihan pajak secara biasa dapat berupa: 
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a) Surat pemberitahuan pajak terutang, 
adalah surat yang digunakan oleh kepala daerah untuk 
memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib 
pajak. 
b) Surat tagihan pajak, 
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi 
administrasi berupa bunga dan/atau denda. 
c) Surat ketetapan pajak daerah, 
hanya diperuntukkan bagi pajak bumi dan bangunan 
perdesan dan perkotaan, dan diterbitkan oleh pejabat pajak 
yang bertugas dengan tujuan untuk digunakan oleh wajib 
pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan 
penetapan kepala daerah. 
d) Surat ketetapan pajak kurang bayar, 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya 
jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan 
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan 
jumlah yang masih harus dibayar. 
e) Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, 
Adalah surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atas 
jumlah pajak yang telah ditetapkan. 
f) Surat keputusan pembetulan, 
terdiri dari surat keputusan pembetulan yang tidak 
menyebabkan bertambahnya jumlah pajak yang wajib 
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dibayar (bukan merupakan dasar penagihan pajak) dan surat 
keputusan pembetulan yang menyebabkan bertambahnya 
jumlah pajak yang wajib dibayar (dasar penagihan pajak). 
g) Surat keputusan keberatan, 
adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat 
ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau 
pemungutan pajak oleh pihak ketiga yang diajukan oleh 
wajib pajak. 
h) Putusan banding, 
adalah putusan pengadilan pajak atas banding terhadap 
surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak, 
baik wajib pajak pusat maupun daerah. 
i) Putusan gugatan, 
adalah jawaban atas surat gugatan yang diajukan oleh wajib 
pajak atas gugatan terhadap surat tagihan pajak atau surat 
paksa dan tindakan pelaksanaan surat paksa itu sendiri. 
j) Putusan peninjauan kembali, 
adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan 
peninjauan kembali yang diajukan oleh wajib pajak terhadap 
putusan banding atau putusan gugatan dari pengadilan 
pajak. 
 
 
2. Penagihan Seketika dan Sekaligus 
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Penagihan pajak secara seketika dan sekaligus adalah tindakan 
penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita pajak pusat 
atau daerah kepada wajib pajak atau penanggung pajak tanpa 
menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi 
seluruh utang. 
3. Penagihan Secara Paksa 
Wajib pajak atau penanggung pajak yang tidak membayar lunas 
utang pajaknya (utang pajak meliputi pula sanksi administrasi 
berupa bunga, denda, atau kenaikan dan ditambah biaya 
penagihan pajak) walaupun telah diberikan surat teguran dan 
bahkan telah dilakukan penagihan seketika dan sekaligus dapat 
dilakukan penagihan secara paksa. 
Unsur paksaan yang digunakan oleh pejabat pajak yang 
bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah bukan 
merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan dibenarkan 
oleh hukum pajak yang landasan hukumnya yaitu UU PPDSP.  
Sarana hukum pajak yang terkait dengan penagihan secara 
paksa antara lain: 
a) Surat paksa, 
adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya 
penagihan pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan. 
 
 
b) Penyitaan, 
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adalah tindakan juru sita pajak pusat atau daerah 
berdasarkan penugasan dari pejabat pajak yang bertugas 
mengelola pajak pusat atau pajak daerah untuk menguasai 
barang-barang milik wajib pajak atau penanggung pajak, 
guna dijadikan jaminan terhadap utang pajak yang belum 
dibayar. 
c) Pencegahan, 
adalah larangan yang bersifat sementara terhadap 
penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah negara 
Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
d) Penyanderaan, 
adalah pengekangan sementara waktu kebabasan wajib 
pajak atau penanggung pajak dengan menempatkannya di 
tempat tertentu, yang bertujuan agar wajib pajak atau 
penanggung pajak atau keluarganya membayar lunas utang 
pajak yang selama ini terutang. 
 
B. Hukum Kepailitan 
1. Pengertian Kepailitan 
Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk 
melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para 
kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya diebabkan karena 
kesulitan kondisi keuangan (financial distress) dari usaha debitor yang 
telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan 
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pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor 
pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. 
Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator dibawah 
pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil 
penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor 
pailit tersebut secara proporsional (prorate parte) dan sesuai dengan 
struktur kreditor.38 
Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 
Tentang  Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 
memberikan definisi Kepailitan sebagai berikut; “Kepailitan adalah sita 
umum atas semua kekayaan Debitur pailit yang pengurusan dan 
pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim 
Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. 
Jika definisi tersebut dikaitkan dengan rumusan yang diberikan 
dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, dapat kita ketahui 
bahwa pernyataan pailit merupakan suatu putusan Pengadilan. Ini berarti 
bahwa sebelum adanya suatu putusan pernyataan pailit oleh pengadilan, 
seorang Debitur tidak dapat dinyatakan berada dalam kepailitan. Dengan 
adanya pengumuman putusan pailit tersebut, maka berlakulah  ketentuan 
Pasal 1131 KUH Perdata atas seluruh harta kekayaan Debitur pailit yang 
berlaku umum bagi semua kreditur Konkuren dalam kepailitan, tanpa 
terkecuali, untuk memperoleh pembayaran atas seluruh piutang-piutang 
konkuren kepada mereka. Dalam hal yang demikian berarti terjadi sitaan 
umum terhadap seluruh harta kekayaan debitur, yang diperlukan untuk 
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memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan ketentuan Pasal 1132 KUH 
Perdata (secara pari passa dan pro rata).39 
Dapat disimipulkan, pengertian pailit berhubungan dengan 
berhentinya pembayaran dari seseorang (debitor) atas utang-utangnya 
yang telah jatuh tempo, dan berhentinya pembayaran tersebut harus 
disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang 
dilakukan secara sukarela oleh dibitor sendiri maupun permintaan pihak 
ketiga.Keadaan berhenti membayar utang dapat terjadi karena tidak 
mampu membayar atau tidak mau membayar. Dalam keadaan “pailit” ini, 
seorang telah berhenti membayar utang-utangnya, dan atas permintaan 
para kreditornya atau permintaan sendiri oleh pengadilan dinyatakan pailit 
dan harta kekayaan dikuasai oleh balai harta peninggalan selaku 
pengampu dalam usaha kepailitan tersebut untuk dimanfaatkan oleh 
semua kreditor.40 
2. Persyaratan  Kepailitan  
Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Pengadilan Niaga, 
yang persyaratannya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 8 ayat (4) UU 
Kepailitan dam PKPU adalah: 
1.  ada dua atau lebih kreditor.  Kreditor adalah orang yang 
mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang 
yang dapat ditagih di muka pengadilan "Kreditor" di sini 
mencakup baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun 
kreditor preferen; 
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2.  ada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. 
Artinya adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah 
jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan 
waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena 
pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, 
maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis 
arbitrase; dan 
3.  kedua hal tersebut (adanya dua atau lebih kreditor dan adanya 
utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih) dapat 
dibuktikan secara sederhana. 
Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan Pengadilan Niaga 
apabila ketiga persyaratan tersebut di atas terpenuhi. Namun, apabila 
salah satu persyaratan di atas tidak terpenuhi maka permohonan 
pernyataan pailit akan ditolak. 
Permohonan pernyataan pailit tersebut dapat diajukan oleh:41 
1. Debitur itu sendiri (Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU); 
2. Atas permintaan seorang atau lebih krediturnya; 
3. Kejaksaan untuk kepentingan umum (Pasal 2 ayat 2 Undang-
Undang Kepailitan dan PKPU); 
Permohonan pailit terhadap Debitur juga dapat diajukan oleh 
kejaksaan demi kepentingan umum. Pengertian kepentingan 
umum adalah kepentingan Bangsa dan Negara dan/atau 
kepentingan masyarakat luas, misalnya: 
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a) Debitur melarikan diri; 
b) Debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaan;  
c) Debitur memiliki utang terhadap BUMN atau badan usaha 
lain yang menghimpun dana dari masyarakat; 
d) Debitur memiliki utang yang berasal dari penghimpunan 
dana masyarakat luas; 
e) Debitur tidak beritikad baik atau tidak koperatif dalam 
menyelesaikan masalah  utang piutang yang telah jatuh 
waktu; atau 
f) Dalam hal lain nya yang menurut kejaksaan merupakan 
kepentingan umum. 
4. Dalam hal debitur adalah Bank, maka yang dapat mengajukan 
permohonan pailit adalah Bank Indonesia (Pasal 2 ayat 3 
Undang-Undang Kepailitan dan PKPU); 
Permohonan pailit terhadap bank hanya dapat diajukan oleh 
Bank Indonesia berdasarkan atas penilaian kondisi keuangan 
dan kondisi perbankan secara keseluruhan. 
5. Dalam hal debitur adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, 
Lembaga Keliring dan Penjamin,  Lembaga Penjaminan dan 
Penyelesaian. Permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh 
Badan Pengawas Pasar Modal (Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang 
Kepailitan dan PKPU); 
6. Dalam hal debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan 
Reasuransi, Dana Pensiun, atau badan usaha milik negara yang 
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bergerak di bidang kepentingan publik. Permohonan pailit hanya 
dapat diajukan oleh Menteri Keuangan (Pasal 2 ayat 5 Undang-
Undang Kepailitan dan PKPU); 
Permohonan pailit terhadap perusahaan perusahaan asuransi, 
perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang 
bergerak dibidang kepentingan publik hanya dapat diajukan 
oleh Menteri Keuangan, karena untuk membangun tingkat 
kepercayaan masyarakat terhadapusaha-usaha tersebut. 
Kewenangan ini hanya diberikan oleh Menteri Keuangan, 
karena berdasarkan pengalaman sebelumnya dimana banyak 
perusahaan asuransi yang dimintakan pailit oleh Kreditur secara 
pribadi, seperti perusahaan asuransi Manulife, perusahaan 
asuransi Prudential, dan lain-lain. 
Pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit adalah:42 
a) “Orang perorangan”, baik laki-laki maupun perempuan, yang 
telah menikah maupun belum menikah. Jika permohonan 
pernyataan pailit tersebut diajukan oleh Debitur perorangan 
yang telah menikah, maka permohonan tersebut hanya dapat 
diajukan atas persetujuan suami atau isterinya, kecuali jika 
antara suami atau isteri tersebut tidak ada pencampuran harta; 
b) “Perserikatan-perserikatan dan perkumpulan-perkumpulan tidak 
berbadan hukum lainnya”. Permohonan pernyataan pailit 
terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat kediaman 
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masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat 
untuk seluruh utang firma; 
c) “Perseroan-perseroan, perkumpulan-perkumpulan, koperasi 
maupun yayasan berbadan hukum”. Dalam hal ini berlakulah 
ketentuan mengenai kewenangan masing-masing badan hukum 
sebagaimana diatur dalam anggaran dasar; 
d) “Harta Peninggalan” yang belum dibagikan kepada para ahli 
warisnya sebagai suatu kesatuan kumpulan harta kekayaan 
tersendiri . 
e) “Guarantor” atau yang biasa dikenal sebagai penjamin ialah 
orang yang berkewajiban membayar utang debitur kepada 
kreditur apabila debitur wanprestasi/cidera janji. Kewajiban 
penjamin melunasi utang debitur timbul apabila seluruh 
kekayaan debitur telah disita dan dilelang  namun tidak cukup 
untuk membayar seluruh utangnya. 
3. Harta Pailit  
Harta pailit adalah harta milik debitor yang dinyatakan pailit 
berdasarkan keputusan pengadilan. Ketentuan Pasal 21 UU Kepailitan 
dan PKPU secara tegas menyatakan bahwa “Kepailitan meliputi seluruh 
kekayaan Debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta 
segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”. Walau demikian 
ketentuan Pasal 22 UU Kepailitan dan PKPU mengecualikan beberapa 
macam harta kekayaan debitur dari harta pailit.43 
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Khusus bagi Individu atau Debitur perorangan yang dinyatakan 
pailit, maka seluruh akibat dari pernyataan pailit tersebut yang berlaku 
untuk Debitur pailit juga berlaku bagi suami atau isteri yang menikah 
dalam persatuan harta dengan Debitur Pailit tersebut. Ketentuan ini tentu 
sejalan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (2) UU 
Kepailitan dan PKPU yang mewajibkan adanya persetujuan dari suami 
atau isteri, dalam hal seorang debitur yang menikah dengan persatuan 
harta ingin mengajukan permohonan kepailitan.44 
Ini berarti bahwa kepailitan tersebut juga meliputi seluruh harta 
kekayaan dari pihak suami atau isteri Debitur perorangan dari Debitur 
yang dinyatakan pailit tersebut, yang menikah dalam persatuan harta 
kekayaan. Harta kekayaan tersebut meliputi harta yang telah ada pada 
saat pernyataan pailit diumumkan dan harta kekayaan yang diperoleh 
selama kepailitan. 
Pembagian harta pailit dapat dilakukan dengan berpedoman pada 
beberapa prinsip, yaitu:45 
a) Prinsip Paritas Creditorum  
Prinsip ini menentukan bahwa para kreditor mempunyai hak 
yang sama terhadap semua harta benda debitor. Apabila debitor 
tidak membayar utangnya, maka harta kekayaan debitor 
menjadi sasaran kreditor. Prinsip paritas creditorum 
mengandung makna bahwa semua kekayaan debitor baik yang 
berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun 
                                                 
44
  Gunawan Widjaja, op.cit., hal. 44. 
45
  Hadi Subhan, op.cit., hal. 28-33. 
 44 
harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barang-barang 
dikemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada 
penyelesaiaan kewajiban debitor. 
Filosofi dari prinsip paritas creditorum adalah bahwa 
meupakan suatu ketidakadilan jika debitor memiliki harta benda 
sementara utang debitor terhadap para kreditornya tidak 
terbayarkan. Hukum memberikan jaminan umum bahwa harta 
kekayaan debitor demi hukum menjadi jaminan terhadap utang-
utangnya meskipun harta harta debitor tersebut tidak berkaitan 
langsung dengan utang-utang tersebut. Dengan demikian, 
prinsip paritas creditorum berangkat dari fenomena 
ketidakadilan jika debitor masih memiliki harta sementara utang 
debitor terhadap para kreditor tidak terbayarkan. Makna lain dari 
prinsip paritas creditorum adalah bahwa yang menjadi jaminan 
umum terhadap utang-utang debitor hanya terbatas pada harta 
kekayaannya saja bukan aspek lainnya, seperti status pribadi 
dan hak-hak lainnya di luar harta kekayaan sama sekali tidak 
terpengaruh terhadap utang piutang debitor tersebut. 
Namun jika prinsip ini dilaksanakan secara “letterlijk”, maka 
akan menimbulkan ketidakadilan. Ketidakadilan prinsip ini 
adalah menyamaratakan kedudukan para kreditor. Betapa 
sangat tidak adil jika seorang kreditor yang memiliki piutang 
sebesar satu milyar rupiah diperlakukan dalam posisi yang 
sama dengan kreditor yang memiliki piutang sebesar satu juta 
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rupiah. Demikian pula, betapa tidak adilnya seorang kreditor 
yang memegang jaminan kebendaan diperlakukan sama 
dengan seorang kreditor yang sama sekali tidak memegang 
jaminan kebendaan. 
b) Prinsip Pari Passu Prorata Parte 
Prinsip ini berarti bahwa harta kekayaan tersebut 
merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya 
harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika 
antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus 
didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.  Prinsip 
ini juga penjabaran dari pasal 1132 KUHPerdata. Berangkat dari 
fenomena ketidakadilan dan kepailitan adalah sarana untuk 
menghindari perebutan harta debitor setelah debitor tidak 
memiliki kemampuan untuk membayar utang-utangnya, 
merupakan suatu keadilan jika harta benda debitor terhadap 
kreditornyaterbayarkan secara proporsional. Masalah 
ketidakadilan ini akan muncul ketika harta kekayaan debitor 
pailit lebih kecil dari jumlah utang-utang debitor. 
c) Prinsip Structured Creditors 
Prinsip ini berarti bahwa kreditor kepailitan digolongkan 
secara struktural yang terdiri atas kreditor preferen, kreditor 
separatis, dan kreditor konkuren yang masing masing kreditor 
tersebut berbeda kedudukannya.  
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Berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU pihak-pihak yang berperan 
mengurus harta pailit dalam suatu perkara kepailitan adalah: 
a) Hakim Pengawas (Pasal 65) 
Hakim pengawas berwenang untuk mendengar keterangan 
saksi atau memerintahkan penyelidikan oleh para ahli untuk 
memperoleh kejelasan tentang segala hal mengenai perkara 
kepailitan (Pasal 67 ayat (1)) 
b) Kurator (Pasal 69) 
Kurator merupakan lembaga yang diadakan oleh undang-
undang untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit.  
Dalam setiap putusan pailit oleh pengadilan, maka didalamnya 
terdapat pengangkatan kurator yang ditunjuk untuk melakukan 
pengurusan dan pengalihan harta pailit dibawah pengawasan 
hakim pengawas. Kurator yang diangkat oleh pengadilan 
haruslah kurator yang independen, yang tidak memiliki 
kepentingan dengan kreditur ataupun debitur. 
Kurator dalam menjalankan tugasnya harus memeberikan 
laporan kepada Hakim Pengawas setiap 3 bulan sekali  sesuai 
ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU. 
Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang dapat 
bertindak sebagai kurator ialah: 
1. Balai Harta Peninggalan; atau   
2. Kurator lainnya 
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Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang 
dimaksud kurator lainnya adalah mereka yang memenuhi syarat sebagai 
berikut: 
1) Orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang 
memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka 
mengurus dan/atau membereskan harta pailit; dan 
2) Terdaftar pada kementrian yang lingkup tugas dan tanggung 
jawabnya dibidang hukum dan peraturan perundang-undangan. 
3) Panitia kreditur yang mewakili pihak kreditur. 
Dalam menjalankan tugasnya, kurator wajib bertanggung jawab 
atas tindakan atas kelalaiannya dalam pengurusan/pemberesan harta 
pailit yang menyebabkan berkurangnya harta pailit. Disamping itu kurator 
juga bertanggung jawab secara hukum, apabila dalam melakukan  
pemberesan harta pailit kreditur melakukan perbuatan melawan hukum 
yang merugikan pihak ketiga akibat tindakan kurator yang melampaui 
batas wewenang yang diberikan undang-undang kepadanya. Namun 
apabila tindakan kurator telah sesuai dengan batas kewenangan yang 
ditentukan undang-undang dan didasari oleh itikad baik, namun 
menimbulkan kerugian, maka tindakan debitur ini tidak dapat dimintai 
pertanggungjawaban.46 
Ada dua jenis tanggung jawab yang dibebankan kepada kurator, 
yaitu:47 
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a) Tanggung jawab dalam  kapasitas sebagai kurator 
Yang berarti, kurator wajib melunasi kewajiban debitur yang 
pemenuhannya dibebankan kepada harta pailit  
b) Tanggung jawab pribadi  
Dimana kurator bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian 
yang disebabkan oleh kelalaiannya atas tidak atau kurang 
profesionalnya dalam mengurus harta pailit menggunakan 
kekayaan pribadinya. 
Untuk menjalankan tugasnya tugasnya dengan baik, maka kurator 
diberikan kewenamgan oleh Undang-Undang Kepailitan. Kewenangan ini 
meliputi:48 
a) Kewenangan yang dapat dilakukan tanpa persetujuan ataupun 
pemberitahuan kepada debitur. 
b) Kewenangan dengan persetujuan dari hakim pengawas, sesuai 
dengan Pasal 67 ayat (3)  Undang-Undang Kepailitan. 
4. Akibat Kepailitan Bagi Kreditur dan Debitur  
Kepailitan mengakibatkan Debitur yang dinyatakan pailit kehilangan 
segala hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang 
telah dimasukan kedalam harta pailit. “Pembekuan” hak perdata ini 
diberlakukan oleh Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan terhitung 
sejak saat keputusan pernyataan pailit diucapkan. Hal ini juga berlaku 
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bagi suami atau isteri dari Debitur pailit yang kawin dalam persatuan harta 
kekayaan.49 
Pada prinsipnya, sebagai konsekuensi dari ketentuan Pasal 24 ayat 
(1) Undang-Undang Kepailitan, seperti diuraikan diatas, maka setiap dan 
seluruh perbuatan hukum, termasuk perikatan antara Debitur yang 
dinyatakan pailit dengan pihak ketiga yang dilakukan sesudah pernyataan 
pailit, tidak akan dan tidak dapat dibayar dengan menggunakan harta pailit. 
Kecuali jika perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi 
harta kekayaan itu. Terhadap tindakan atau perbuatan hukum Debitur 
yang berupa transfer dana melaui Bank atau lembaga lain selain bank 
yang dilakukan sebelum pernyataan pailit diucapkan tetapi pada hari 
pernyataan pailit diucapkan telah dianggap sah dan dapat dilanjutkan atau 
diteruskan transfer dana tersebut. Dalam hal ini termasuk juga transaksi 
jual beli efek di bursa efek yang dilakukan sebeleum pernyataan pailit 
diucapkan tetapi pada hari pernyataan pailit diucapkan telah dianggap sah 
dan tetap dilanjutkan.50 
Selanjutnya gugatan-gugatan yang diajukan dengan tujuan untuk 
memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit, selama dalam 
kepailitan, yang secara langsung diajukan kepada Debitur pailit, hanya 
dapat diajukan dalam bentuk laporan untuk pencocokan. Dalam hal 
pencocokan tidak disetujui, maka pihak yang tidak menyetujui pencocokan 
tersebut demi hukum mengambil alih kedudukan Debitur pailit dalam 
gugatan yang sedang berlangsung tersebut. Meskipun gugatan tersebut 
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hanya memberikan akibat hukum dalam bentuk pencocokan, namun hal 
itu sudah cukup untuk dapat dijadikan sebagai salah satu bukti yang dapat 
mencegah berlakunya daluarsa atas hak dalam gugatan tersebut.51 
C. Hak Mendahulu 
1. Kedudukan Hak Mendahulu Dalam Kaitannya Dengan Hak 
Tanggungan dan Fidusia 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan 
Tanah (slanjutnya disebut UUHT) Pasal 1 ayat (1), Hak Tanggungan 
adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah, termasuk atau 
tidak termasuk benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan 
tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan 
yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. 
Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUHT, obyek dari Hak Tanggungan 
adalah hak atas tanah beserta turutannya yang dijadikan jaminan untuk 
pelunasan utang, terdiri dari hak milik, hak guna usaha, hak guna 
bangunan, hak pakai atas tanah negara, dan hak pakai atas tanah hak 
milik. 
Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UUHT, pemberi hak tanggungan 
adalah orang perseorangan atau badan hukum, yang mempunyai 
kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek hak 
tanggungan yang bersangkutan. Dan pada Pasal 9, pemegang hak 
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tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang 
berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang. 
Fiducia Eigendom Overdracht (FEO) adalah akta penjaminan 
terhadap barang bergerak untuk pelunasan utang tertentu melalui 
penyerahan hak milik kepercayaan dari debitur kepada kreditur.Obyek dari 
perjanjian penyerahan hak milik secara kepercayaan (FEO) adalah barang 
bergerak yang dijadikan jaminan untuk pelunasan utang.Pemberi FEO 
adalah pemilik asli dari barang yang diagunkan, sedangkan pemegang 
FEO adalah pemberi pinjaman atau kreditur. Dalam akta FEO pemilik asal 
sebagai debitur menyerahkan hak miliknya secara kepercayaan kepada 
kreditur, misalnya bank, namun pada umumnya barang tidak bergerak 
tersebut misalnya kendaraan atau mesin pabrik yang diserahkan secara 
kepercayaan tersebut secara fisik masih tetap dipegang, dikuasai, dan 
digunakan atau dijalankan oleh pemilik asal sebagai debitur, akan tetapi 
hanya sebagai peminjam pakai dari kreditur (bruik lener).52 
Hak mendahulu tagihan pajak melebihi hak mendahulu kreditur 
pemegang hak tanggungan dan fidusia, hal ini diatur dalam Penjelasan 
Umum Butir ke 4 UUHT, Pasal 1137 KUH Perdata, Pasal 21 ayat 1 UU 
KUP dan Pasal 19 ayat 6 UU PPDSP.53 
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2. Kedudukan Hak Mendahulu Dalam Kaitannya Dengan Utang 
Pajak 
a) Ketentuan Pembayaran Utang Pajak Pada Perusahan Pailit 
Berdasarkan Perundang-undangan Perpajakan 
Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 
Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan 
UU No. 19 Tahun 2000 (selanjutnya UU PPDSP) tidak 
menyebutkan secara kepada perusahaan yang pailit. Demikian 
pula halnya dalam peraturan formal perpajakan yang pokok-
pokoknya diatur dalam UU KUP.54 
Suatu utang atau tagihan pajak harus dilunasi oleh wajib 
pajak atau Penanggung Pajak. Dengan adanya tagihan pajak, 
negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak tersebut 
atas barang-barang milik Penanggung Pajak, sebagaimana 
bunyi Pasal 21 ayat (1) UU KUP yakni “Negara mempunyai hak 
mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik 
Penanggung Pajak.” 
Adapun maksud dari adanya hak mendahulu negara ini 
dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU 
KUP, yaitu untuk menetapkan kedudukan negara sebagai 
Kreditor preferen yang mempunyai hak mendahulu atas barang-
barang milik Penanggung Pajak yang akan dilelang di muka 
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umum. Pelaksanaan hak mendahulu negara atas utang pajak 
tersebut adalah dengan dilakukan pembayaran atas utang pajak 
terlebih dahulu, pembayaran kepada Kreditor lain diselesaikan 
setelah utang pajak dilunasi. Ketentuan tentang hak mendahulu 
meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, 
kenaikan, dan biaya penagihan pajak.55 
Dengan adanya perubahan pada UU KUP, khususnya Pasal 
21 mengalami penambahan ayat yaitu ayat (3a), yang 
menyatakan bahwa dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, 
maka kurator atau orang atau badan yang ditugasi untuk 
melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib 
Pajak dalam pailit kepada pemegang saham atau Kreditor 
lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar 
utang pajak Wajib Pajak tersebut.56 
Namun, hak mendahulu negara telah dikecualikan untuk 
didahulukan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) yang 
menyatakan bahwa kedudukan utang pajak adalah mendahulu 
dari hak mendahulu lainnya kecuali biaya perkara yang hanya 
disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu 
barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak, biaya yang 
telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; 
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dan/atau biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh 
pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.57 
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa 
mengenai Hak Kas Negara sebagaimana disebut dalam KUH 
Perdata harus didahulukan, dalam pelaksanaan hak 
mendahulunya diatur dalam UU KUP. Undang-undang ini 
memberikan kedudukan mendahulu untuk utang pajak kecuali 
atas biaya perkara pelelangan atau penyelesaian warisan.58 
UU KUP telah memberikan kedudukan istimewa kepada 
Negara untuk utang pajak melebihi kedudukan semua kreditor 
dalam kepailitan, termasuk hak jaminan dan juga mendahulu 
dari buruh dan biaya kepailitan serta kreditor konkuren. Adanya 
kebijakan ini mesti ditinjau ulang karena selain telah merampas 
hak kreditor pemegang hak jaminan (walaupun ketentuan Pasal 
21 ayat (3a) UU KUP tidak efektif berlaku untuk kreditor hak 
jaminan).59 
Utang pajak tidak dapat menerapkan hak mendahulunya 
atas utang dengan hak jaminan kebendaan atas dasar 
pertimbangan sebagai berikut:60 
a. Kedudukan negara sebagai kreditor preferen dan adanya 
hak mendahulu atas utang pajak tidak dapat melepaskan 
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hak jaminan yang sudah melekat pada benda yang 
dijadikan obyek jaminan, sehingga kreditor pemegang 
hak jaminan tetap berhak mengambil pelunasan terlebih 
dahulu atas benda tersebut. 
b. Hak untuk melakukan eksekusi atas benda jaminan oleh 
kreditor diakui oleh UUK dan PKPU, kreditor dapat 
melakukan eksekusi dan dia tidak melakukan 
pelanggaran terhadap peraturan perundangan, baik UUK 
dan PKPU maupun UU KUP. 
Terhadap ketentuan Pasal 21 ayat (3a) UU KUP, ketika 
eksekusi atas harta debitor yang dibebani oleh jaminan, 
eksekusi tersebut dilakukan oleh Kreditor itu sendiri, bukan oleh 
Kurator. Bahkan ketika penjualan harta debitor yang dibebani 
hak jaminan dilakukan Kurator maka Kreditor tetap berhak atas 
pelunasan utangnya, dengan dibebani biaya kepailitan.61 
b) Ketentuan Pembayaran Utang Pajak Pada Perusahaan Pailit 
Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang 
Proses pelunasan tagihan utang pajak perusahaan dalam 
proses pailit tidak diatur secara tegas dalam UUK dan PKPU. 
Hal ini dimungkinkan karena beberapa alasan. Berdasarkan 
uraian penjelasannya, UUK dan PKPU diterbitkan untuk 
memenuhi kebutuhan dunia usaha dalam menyelesaikan 
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masalah utang piutang secara adil, cepat, adil, terbuka dan 
efektif. Perubahan dilakukan oleh karena Undang-undang 
tentang Kepailitan (Faillisements-verordening Staatsblad 
1905:217 jo. Staatsblad 1906:348) yang merupakan peraturan 
perundang-undangan peninggalan pemerintah Hindia Belanda 
sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan 
hukum masyarakat untuk penyelesaian utangpiutang.62 
Namun, UUK dan PKPU hanya terbatas mengatur tentang 
aspekaspek hukum bagi kreditor dan debitor dalam perkara 
kepailitan. Dari bunyi pasal-pasal yang ada, UUK dan PKPU 
menguraikan secara jelas pembagian kreditor berdasarkan 
tingkatan hak yang dimilikinya. Dari beberapa jenis tingkatan 
hak kreditur yang dikenal di Indonesia, maka kreditur yang 
memegang jaminan kebendaan (yaitu: jaminan berupa Hak 
Tanggungan, Gadai dan Fidusia) diakui secara tegas sebagai 
kreditur yang mempunyai hak preferensi eksklusif terhadap 
jaminan kebendaan yang dimilikinya. Oleh karena itulah, 
mereka dikenal dengan sebutan kreditur separatis atau secured 
creditor yang mempunyai hak eksekusi langsung terhadap 
jaminan kebendaan yang diletakkan oleh debitur kepadanya 
untuk pelunasan piutang terhadap debitur tersebut. Meskipun 
demikian, apabila boedel pailit telah habis untuk memenuhi 
kewajiban utang pajak yang harus didahulukan, maka seluruh 
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kreditor lainnya, termasuk kreditor separatis juga tidak akan 
memperoleh bagian apapun.63 
UUK dan PKPU memang tidak mengatur mengenai 
kedudukan Negara sebagai kreditor. Dalam pandangan penulis, 
sudahlah tepat apabila negara bukan merupakan salah satu 
jenis kreditor. Kedudukan negara justru adalah lebih tinggi 
daripada kedudukan pemegang jaminan kebendaan dan negara 
mempunyai kedudukan yang harus didahulukan dalam 
pelunasan utang debitor. Piutang pajak bukanlah termasuk 
piutang yang dapat ditagih di muka Pengadilan karena piutang 
pajak ditagih dengan Surat Paksa yang memiliki kekuatan 
eksekutorial vide Pasal 7 ayat (1) UU PPSP.64 
Hal tersebut telah sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia Nomor 015.K/N/1999 tanggal 14 Juli 1999 yang 
memutus bahwa;65 
“hutang pajak yang lahir dari Undang-Undang nomor 6 Tahun 1983 
juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 yang memberi 
kewenangan khusus kepada pejabat pajak untuk melakukan 
eksekusi langsung terhadap hutang pajak tanpa intervensi 
pengadilan. Terhadap tagihan hutang pajak tersebut harus 
diterapkan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 
Tahun 1998, menempatkan penyelesaian utang pajak berada di 
luar jalur proses kepailitan, karena mempunyai kedudukan hak 
istimewa penyelesaiannya.” 
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Selain itu, Putusan Mahkamah Agung Nomor 015.K/N/1999 tanggal 
14 Juli 1999 tersebut diperkuat pula dengan Putusan Mahkamah Agung 
Nomor 017K/N/2005 tanggal 15 Agustus 2005 yang memutus bahwa;66 
“hutang pajak adalah hutang berdasarkan hukum publik dan harus 
dibayar lebih dahulu daripadahutang-hutang lainnya, tidak mungkin 
diselesaikan dalam proses PKPU.” 
3. Pengertian dan Dasar Hukum Hak Mendahulu Utang Pajak 
Dalam hukum pajak terdapat ketentuan yang menempatkan Negara 
dalam kedudukan istimewa yang terkait dengan penagihan pajak. 
Kedudukan istimewa yang dimiliki oleh Negara adalah hak mendahulu 
(preferensi) terhadap penagihan utang pajak dibandingkan dengan utang 
biasa (utang perdata) karena proses timbulnya utang pajak berbeda 
dengan utang biasa. Utang pajak timbul karena prosen yang terkait 
dengan hukum public, sebaliknya utang biasa timbul karena berada dalam 
proses hukum privat. Rochmat Soemitro mengatakan hak mendahulu itu 
timbul karena bersamaan adanya tagihan antara utang pajak dengan 
utang biasa dan debitur tidak cukup atau tidak mampu membayar utang-
utangnya. Kalau terjadi demikiran, utang pajak diberi kedudukan yang 
lebih utama daripada utang biasa selain utang pajak mengingat bahwa 
pajak-pajak hasilnya digunakan untuk kepentingan umum, untuk 
melangsungkan kehidupan Negara dan bangsa Indonesia dan seterusnya 
untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, adil, dan maksmur bagi 
seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan pemikiran ini sudah jelas bahwa 
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kepentingan umum harus dimenangkan daripada kepentingan 
pribadi/individu masing-masing.67 
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang 
dimaksud dengan hak mendahulu utang pajak adalah hak istimewa yang 
dimiliki oleh negara, sehingga negara berkedudukan sebagai kreditur 
preferen yang mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik wajib 
pajak atau penanggung pajak, dengan demikian kedudukan utang pajak 
berada di atas utang kreditur separatis dan kreditur konkuren. 
Ruang lingkup hak mendahulu meliputi pokok pajak, sanksi 
administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan serta biaya penagihan 
pajak. Hak mendahulu yang dimiliki oleh negara ditujukan hanya terhadap 
tagihan pajak atas barang barang, baik barang-barang bergerak maupun 
tidak bergerak milik wajib pajak atau penanggung pajak. Pelunasan utang 
pajak harus diawali dari barang-barang milik wajib pajak kemudian 
berpindah kepada barang-barang milik penanggung pajak kalau wajib 
pajak didampingi oleh penanggung pajak. Berbeda halnya bila wajib pajak 
telah dinyatakan pailit, barang-barang milik penanggung pajak yang 
menjadi sasaran penagihan pajak sebagai jaminan pelunasan utang pajak. 
Hak mendahulu tidak boleh dikesampingnkan hanya karena untuk 
memberikan prioritas penyelesaian utang biasa yang tidak termasuk 
sebagai utang pajak.68 
Dalam kaitan ini, Rochmat Soemitro mengemukakan bahwa badan-
badan diwakili oleh pengurusnya dan badan yang sedang dalam proses 
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pembubaran diwakili oleh orang atau badan yang dibebani dengan 
pemberesan likuidasi. Warisan yang belum terbagi diwakili oleh salah 
seorang ahli warisnya atau oleh pelaksana surat wasiatnya atau oleh 
orang yang mengurus harta peninggalannya. Anak yang masih belum 
dewasa atau orang-orang yang berada di bawah pengampuan diwakili 
oleh walinya. Sudah barang tentu, harta wajib pajak atau badan itu yang 
dijadikan tanggungan pembayaran pajak. Akan tetapi, kalau barang-
barang wajib pajak ayau badan yang menjadi wajib pajak, tidak 
mencukupi untuk membayar pajak-pajaknya, sejauhmana harta kekayaan 
orang-orang yang menjadi wakil (penanggung pajak) wajib pajak dapat 
ikut disita untuk memenuhi utang pajak wajib pajak yang kurang dibayar. 
Penanggung pajak sebagai wakil wajib pajak yang bertanggung jawab 
secara pribadi dan/atau secara renteng (hoofdeljik aansprakelij) atas 
pembayaran pajak wajib pajak yang terutang, kecuali apabila dapat 
membuktikan dan meyakinkan pejabat pajak bahwa mereka dalam 
kedudukannya yang benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung 
jawab atas pajak yang terutang tersebut. Hal ini harus mendapatkan 
perhatian yang khusus dan pejabat pajak dalam hal ini harus berhati-hati, 
dalam melaksanakan hak mendahulu terhadap barang-barang milik wakil 
(penanggung) wajib pajak, supaya kesulitan menegakkan hukum pajak 
dapat dihindarkan.69 
Sebenarnya, pendapat tersebut di atas bertujuan agar pejabat 
pajak yang bertugas menegelola pajak pusat atau pajak daerah dalam 
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menggunakan hak mendahulu terhadap barang-barang milik wajib pajak 
atau penanggung pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pajak 
daerah berkewajiban mengetahui secara pasti bagaimana kedudukan 
barang-barang milik wajib pajak atau penanggung pajak dalam kaitannya 
selaku wakil wajib pajak. Apakah termasuk sebagai barang-barang 
tanggungan atau bukan termasuk barang-barang tanggunan terhadap 
uatang pajak wajib pajak yang bersangkutan.70 
Dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, bubar, atau likuidasi, 
kurator, likuidator, atau orang atau badan yang dibebani untuk melakukan 
pemberasan dilarang membagikan harta perusahaan dalam pailit, 
pembubaran, atau likudiasi kepada pemegang saham atau kreditor 
lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang 
pajak perusahaan itu.  
Berikut ini beberapa penjelasan mengenai dasar hukum hak 
mendahului negara terhadap pembayaran utang pajak: 
a. Pasal 19 ayat (6) Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah 
dengan UU No. 19 Tahun 2000 
Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu 
lainnya, kecuali terhadap: 
1. biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman 
untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak 
bergerak; 
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2. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang 
dimaksud; 
3. biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan 
penyelesaian suatu warisan. 
Penjelasan Pasal 19 UU PPSP 
Ayat ini menetapkan kedudukan Negara sebagai kreditur preferen 
yang dinyatakan mempunyai hak mendahulu atas barang-barang 
milik Penanggung Pajak yang akan dijual kecuali terhadap biaya 
perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman 
untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak 
bergerak, biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan 
barang dimaksud, atau biaya perkara yang semata-mata 
disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan. Hasil 
penjualan barang-barang milik Penanggung Pajak terlebih dahulu 
untuk membayar biaya-biaya tersebut di atas dan sisanya 
dipergunakan untuk melunasi utang pajak. 
b. Pasal 21 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 
(1) Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas 
barang-barang milik Penanggung Pajak. 
(2) Ketentuan tentang hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, 
denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak. 
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(3) Hak mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak mendahulu 
lainnya, kecuali terhadap : 
a. biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman 
untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak 
bergerak; 
b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang 
dimaksud; dan/atau 
c. biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan 
penyelesaian suatu warisan. 
(3a) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi 
maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi 
untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib 
Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang 
saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta 
tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut. 
c. Pasal 1134 KUH Perdata 
Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang 
kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih 
tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang 
itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali 
dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya. 
d. Pasal 60 ayat (2) UU Kepailitan 
Atas tuntutan Kurator atau Kreditor yang diistimewakan yang 
kedudukannya lebih tinggi daripada Kreditor pemegang hak 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kreditor pemegang hak 
tersebut wajib menyerahkan bagian dari hasil penjualan tersebut untuk 
jumlah yang sama dengan jumlah tagihan yang diistimewakan. 
Berikut ini juga merupakan dasar-dasar hak mendahului negara 
terhadap pembayaran utang pajak, antara lain:71 
a) Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 18Undang-undang Nomor 19 tahun 
1997 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang 
Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat 
Paksa; 
b) Penjelasan Umum Nomor 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah; 
c) Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 
Utang; 
d) Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 
Utang; 
e) Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 
Utang; 
f) Penjelasan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 
2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang; 
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g) Pasal 61 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; 
h) Pasal 113 dan 114 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 
Utang; 
i) Pasal 1137 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 
j) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Putusan 018 
PK/N/1999; 
k) Surat Edaran Kebijakan Penagihan Pajak Nomor SE-
05/PJ.04/2008 tanggal 24 Juni 2008; 
l) Putusan Mahkamah Agung Nomor 015.K/N/1999 
m) Putusan Mahkamah Agung Nomor 017K/N/2005; 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dan relevan 
dengan permasalahan dan penyelesaian penulisan skripsi ini, maka dipilih 
lokasi penelitian di Jakarta dan Makassar yaitu Perpustakaan Fakultas 
Hukum Universitas Trisakti dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Data yang dikumpulkan adalah data Sekunder, yaitu data dan 
informasi yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu melalui data dan 
dokumen yang diperoleh melalui instansi atau lembaga tempat penelitian 
penulis.Adapun sumber data yang penulis peroleh berasal dari 
Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Perpustakaan 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,dan media elektronik. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan, yaitu teknik 
kepustakaan (library search), yaitu dengan membaca literatur.Seperti 
buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum dan skripsi-
skripsi yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. 
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D. Teknik Analisis Data 
Berdasarkan data yang telah diperoleh oleh penulis kemudian 
membandingkan data tersebut.Penulis menggunakan teknik mendeskriptif 
kualitatif dan menganalisis data yang ada untuk menghasilkan kesimpulan 
dan saran.Data tersebut kemudian dituliskan secara deskriptif untuk 
memberikan pemahaman yang jelas dan terarah daru hasil penelitian. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Hak Mendahulu Atas Pembayaran Utang Pajak 
Pada Perkara Kepailitan PT. Artika Optima Inti 
PT AOI adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang 
pertambangan batu bara di wilayah provinsi Maluku. PT AOI pada saat itu 
terdaftar sebagai wajib pajak di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Tanah Abang Dua (KPP) karena domisili kantor pusatnya berada 
diwilayah kewenangan hukum KPP tersebut. Dalam pelaksanaan 
kewajiban perpajakannya, PT AOI telah menerima 22 Surat Tagihan Pajak 
(STP) dengan total jumlah pajak terutang Rp 25.264.802.240,00 yang 
diterbitkan oleh KPP. Atas utang-utang pajak berdasarkan STP tersebut 
belum dapat dilunasi oleh PT AOI. 
Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam atas penerapan 
hak mendahulu yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas 
penagihan utang pajak perusahaan pailit dalam pemeriksaan pengadilan, 
maka akan diuraikan satu persatu proses penyelesaian permohonan 
kepailitan terhadap PT AOI hingga upaya-upaya hukum pihak-pihakyang 
berkepentingan (dalam hal ini DJP atau KPP). 
1. Pengadilan Niaga 
 Permohonan Kepailitan terhadap PT AOI  
Pada tanggal 17 April 2007,di bawah register Nomor: 
22/Pailit/2007/PN.Niaga.JKT.PST telah didaftarkan Permohonan 
Kepailitan terhadap PT AOI oleh PT Trisula Abadi dan CV Karya Harapan 
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dengan Surat Permohonan Kepailitan tertanggal 16 April 2007 oleh 
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Untuk 
selanjutnya PT Trisula Abadi disebut sebagai Pemohon Pailit I dan CV 
Karya Harapan disebut sebagai Pemohon Pailit II.Sedangkan PT AOI 
selanjutnya disebut sebagai Termohon Pailit. 
a. Dasar Permohonan Pailit  
Dalam surat Permohonan Kepailitan tersebut dikemukakan hal-hal 
sebagai berikut:  
1) Tentang adanya utang kepada Termohon Pailit kepada para 
 Pemohon Pailit.  
 a) Utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit I:  
i) Bahwa Termohon Pailit tidak dapat melaksanakan kewajiban 
pembayaran utang kepada Pemohon Pailit I sebesar Rp 
258.833.255,- (Dua ratus lima puluh delapan juta delapan 
ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) 
yang timbul dari kegiatan dagang sebagaimana surat 
penagihan utang No.75/TA/II/07 tertanggal 28 Februari 2007.  
ii) Bahwa Termohon Pailit telah mengakui adanya utang dagang 
kepada Pemohon Pailit I, namun Termohon Pailit telah tidak 
dapat membayar utang kepada Pemohon Pailit I sebagaimana 
dalam suratnya tertanggal 12 Maret 2007. 
b) Utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit II:  
i) Bahwa Termohon Pailit telah menerbitkan Purchase Order 
No.13/JKT/AOI/03/2006 tertanggal 21 Maret 2006 untuk 
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pembelian barang kepada Pemohon Pailit II, dan Pemohon 
Pailit II telah mengirimkan invoice untuk tagihan pembayaran 
sebesar Rp 93.140.000,- (Sembilan puluh tiga juta seratus 
empat puluh ribu rupiah) tertanggal 27 maret 2006 kepada 
Termohon Pailit.  
ii) Bahwa Termohon Pailit telah tidak melaksanakan kewajiban 
pembayaran utang kepada Pemohon  Pailit II sebesar Rp. 
93.140.000,- (sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh 
ribu rupiah) belum termasuk bunga termasuk bunga dan 
denda, sebagaimana surat penagihan utang tertanggal 21 
Maret 2007. 
iii) Bahwa Termohon Pailit telah mengakui adanya utang dagang 
kepada Pemohon Pailit II, namun Termohon Pailit telah tidak 
dapat membayar utang kepada Pemohon Pailit II 
sebagaimana dalam Suratnya tertanggal 27 Maret 2007. 
Dari keterangan diatas, Pengadilan Niaga berpendapat bahwa para 
Pemohon Pailit adalah Kreditor yang sah dari Termohon Pailit dan 
atas dasar tersebut berhak untuk mengajukan permohonan 
pernyataan pailit. 
2) Adanya Kreditor Kedua dari Termohon Pailit  
a) Bahwa Permohonan Pernyataan Pailit ini diajukan oleh dua 
Pemohon Pailit yang mempunyai piutang yang telah jatuh tempo 
dan dapat ditagih sebagaimana telah diuraikan diatas yaitu: 
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i) PT Trisula Abadi, beralamat di Jalan Kanwa No. 7 Surabaya, 
dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 258.833.255,- (Dua ratus 
lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua 
ratus lima puluh lima ribu rupiah) belum termasuk bunga dan 
denda yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.  
ii) CV Karya Harapan, beralamat di Jalan Cempaka S.K. 3/17, 
Ambon, dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 93.140.000,- 
(Sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) 
belum termasuk bunga dan denda.  
b) Dengan demikian, terbuktidengan sah bahwa Termohon Pailit 
mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditor dan terdapat sedikitnya 1 
(satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada 
Kreditor. 
3) Tentang utang Termohon Pailit kepada para Pemohon Pailit yang 
telah jatuh tempo dan dapat ditagih namun tidak dibayar oleh 
Termohon Pailit.  
a) Utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon Pailit 
I: 
i) Bahwa Pemohon Pailit I berdasarkan Surat No. 75/TA/II/07 
tertanggal 28 Februari 2007, secara tegas telah memerintahkan 
Termohon Pailit agar segera membayar utang dagang 
berdasarkan Surat Perjanjian Kerja dan Purchase 
Ordersebesar Rp. 258.833.255,- (dua ratus lima puluh delapan 
juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh lima 
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rupiah) belum termasuk bunga dan denda, selambat-lambatnya 
14 hari terhitung sejak tanggal surat tersebut. Bahwa Termohon 
Pailit hingga lewat batas waktu yang ditentukan (tanggal 14 
Maret 2007), sama sekali tidak melakukan pembayaran utang 
kepada Pemohon Pailit I. 
ii) Bahwa selanjutnya Termohon Pailit menanggapi surat 
Pemohon Pailit I perihal penagihan utang dan memohon agar 
diberikan kelonggaran pembayaran hingga akhir bulan Maret 
2007, akan tetapi hingga permohonan pernyataan pailit ini 
didaftarkan, Termohon Pailit belum juga melakukan 
pembayaran kepada Pemohon Pailit I.  
b) Utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon Pailit 
II.  
i)  Bahwa Pemohon Pailit II berdasarkan Surat tertanggal 21 Maret 
2007, secara tegas memerintahkan Termohon Pailit agar 
segeramembayar utang dagang Rp. 93.140.000,- (sembilan 
puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) belum termasuk 
bunga termasuk bunga dan denda, selambat-lambatnya 7 hari 
terhitung sejak tanggal surat tersebut; Bahwa Termohon Pailit 
hingga lewat batas waktu yang ditentukan (tanggal 28 Maret 
2007), sama sekali tidak melakukan pembayaran utang kepada 
Pemohon Pailit II sehingga seluruh utang telah jatuh tempo dan 
dapat ditagih. 
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ii) Bahwa selanjutnya Termohon Pailit menanggapi surat 
Permohonan Pailit II perihal penagihan utang dan memohon 
agar diberikan penundaan pembayaran utang, akan tetapi 
hingga permohonan penyataan pailit ini didaftarkan, Termohon 
Pailit belum juga melakukan pembayaran kepada Pemohon 
Pailit II.  
Para Pemohon Pailit memohon kepada Majelis Hakim untuk 
memberikan putusan, antara lain:  
1) Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon Pailit 
untuk seluruhnya; 
2) Menyatakan Termohon berada dalam keadaan pailit dengan 
segala akibat hukumnya. 
Berdasarkan permohonan para Pemohon Pailit tersebut, Termohon 
Pailit mengajukan tanggapannya pada persidangan tanggal 7 Mei 2007, 
sebagai berikut:  
1) Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, Termohon Pailit 
telah mendapatkan kepercayaan dari para Pemohon Pailit untuk 
bekerjasama dalam bidang perdagangan dan telah melakukan 
beberapa transaksi dengan para Pemohon Pailit, namun 
dalamperjalanannya Termohon Pailit mengalami berbagai 
kendala termasuk kepada para Pemohon Pailit.  
2) Bahwa memang benar Termohon Pailit mempunyai utang 
kepada para Pemohon Pailit sebesar Rp. Rp. 258.833.255,- 
(dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tiga 
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ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) kepada Pemohon Pailit I 
dan sebesar Rp. 93.140.000,- (sembilan puluh tiga juta seratus 
empat puluh ribu rupiah) kepada Pemohon Pailit II sebagaimana 
didalilkan dalam Permohonan Pailitnya, namun karena kondisi 
kesulitan usaha dan keuangan dari Termohon Pailit sehingga 
kewajiban-kewajiban kepada para Kreditor dari Termohon tidak 
dapat dibayarkan.  
3) Bahwa oleh karena Termohon Pailit sedang mengalami 
kesulitan likuiditas dikarenakan memburuknya bisnis Termohon 
Pailit, maka jangka waktu pembayaran yang ditentukan oleh 
para Pemohon Pailit dalam surat peringatannya tertanggal 28 
Pebruari 2007 (Pemohon Pailit I) dan 21 Maret 2007 (Pemohon 
Pailit II), sama sekali tidak dapat direalisasikan/dibayarkan. 
4) Bahwa para Kreditor lainnya selain dari para Pemohon Pailit 
juga sudah melakukan peringatan dan penagihan atas utang-
utang Termohon Pailit namun karena keadaan yang sangat sulit 
sekarang ini, Termohon Pailit tetap tidak mampu untuk 
melakukan pembayaran kepada para Kreditor, bahkan kegiatan 
operasional dari Termohon Pailit praktis sudah berhenti. Atas 
alasan-alasan pemohon tersebut Pengadilan Niagaberpendapat 
bahwa unsur utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, 
berdasarkan Pasal 2 UUK dan PKPU, telah terpenuhi.  
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b. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga  
Dari keseluruhan uraian para Pemohon Pailit dan tanggapan 
Termohon Pailit, judex factie memberikan pertimbangan hukum sebagai 
berikut: 
1) Bahwa di dalam permohonannya tersebut para Pemohon pada 
intinya menuntut agar Termohon dinyatakan pailit, dengan 
alasan bahwa Termohon tidak dapat melaksanakan kewajiban 
pembayaran utang kepada Pemohon Pailit I sebesar Rp. 
258.833.255,- (dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus 
tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) dan kepada 
Pemohon Pailit II sebesar Rp. 93.140.000,- (sembilan puluh tiga 
juta seratus empat puluh ribu rupiah), dimana utang tersebut 
telah jatuh tempo dan dapat ditagih, tetapi tidak dibayar oleh 
Termohon. Bahkan para Pemohon telah memberikan 
penundaan pembayaran utang, tetapi hingga permohonan 
pernyataan pailit ini didaftarkan, Termohon belum juga 
melakukan pembayaran kepada para Pemohon  
2) Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, 
Termohon telah mengajukan tanggapan yang pada intinya 
membenarkan dan mengakui adanya utang Termohon kepada 
para Pemohon, oleh karena memburuknya bisnis Termohon, 
maka jangka waktu pembayaran yang ditentukan oleh para 
Pemohon tidak dapat direalisasikan.  
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3) Bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU, 
menentukan syarat Debitor untuk dinyatakan pailit adalah 
debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak 
membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu 
dan dapat ditagih.  
4) Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK 
dan PKPU tersebut, maka harus dipenuhi 2 (dua) syarat agar 
Debitor dinyatakan pailit yaitu:  
i) Mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditor.  
Bahwa dalam permohonannya para Pemohon telah 
mendalilkan bahwa Termohon mempunyai utang dagang 
kepada para Pemohon dimana atas dalil tersebut 
Termohon tidak membantah. 
Bahwa disamping Termohon telah mengakui adanya utang 
pada para Pemohon. Pengadilan telah memeriksabukti-
bukti, ternyatalah bahwa benar adanya utang Termohon 
kepada para Pemohon tersebut. 
Dengan demikian terbukti bahwapara Pemohon adalah 
Kreditor Termohon, sehingga syarat pertama ini telah 
terpenuhi. 
ii) Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah 
jatuh waktu dan dapat ditagih.  
Bahwa berdasarkan bukti berupa invoice dan bukti surat 
penagihan tunggakan utang yang ditujukan kepada 
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Termohon serta bukti surat tanggapan dari Termohon atas 
surat tagihan tersebut di atas, telah terbukti bahwa 
Termohon telah tidak membayar lunas utangnya yang telah 
jatuh tempo kepada Pemohon Pailit II.  
c. Putusan atas Permohonan Pailit  
Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka judex factiememutuskan:  
1) Bahwa oleh karena syarat pertama dan kedua sebagaimana 
diuraikan tersebut diatas telah terpenuhi, maka Pengadilan 
berpendapat bahwa permohonan para Pemohon agar 
Termohon dinyatakan pailit, patut untuk dikabulkan.  
2) Bahwa dalam permohonannya tersebut, para Pemohon mohon 
agar Pengadilan mengangkat Sdr. DARWIN MARPAUNG, SH., 
MH. yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi 
Manusia RI dengan No. CHT.05/15-40, sebagai Kurator dalam 
perkara ini, oleh karena Kurator yang diusulkan oleh para 
Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 
(3) UUK dan PKPU, yaitu independent, tidak mempunyai 
benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor dan tidak 
sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan 
kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara, maka 
permohonan tersebut patut dikabulkan.  
d. Analisis 
Menurut pendapat penulis, judex factietelah tepat memutuskan 
untuk mengabulkan permohonan pailit dari PT Trisula Abadi (Pemohon 
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Pailit I) dan CV Karya Harapan (Pemohon Pailit II) terhadap PT AOI. Hal 
ini dikarenakan persyaratan kepailitan telah terpenuhi berdasarkan Pasal 
2 ayat 1 UUK dan PKPU, sehingga mengacu pada Pasal 8 ayat 4 UUK 
dan PKPU permohonan pernyataan pailit tersebut harus dikabulkan.  
Pasal 8 ayat 4 berbunyi:  
Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat 
fakta atau keadaan yang terbuktisecara sederhana bahwa 
persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi. 
 
Dalam penjelasan Pasal 8 ayat 4 tersebut dinyatakan bahwa yang 
dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” 
adalah fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh 
waktu dan tidak dibayar. 
Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalihkan oleh 
pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya 
putusan pernyataan pailit. 
Pemohon Pailit I berdasarkan Surat No. 75/TA/II/07 tertanggal 28 
Februari 2007, secara tegas telah memerintahkan Termohon Pailit agar 
segera membayar utang dagang berdasarkan Surat Perjanjian Kerja dan 
Purchase Order sebesar Rp. 258.833.255,- (dua ratus lima puluh delapan 
juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) 
belum termasuk bunga dan denda, selambat-lambatnya 14 hari terhitung 
sejak tanggal surat tersebut. Bahwa Termohon Pailit hingga lewat batas 
waktu yang ditentukan (tanggal 14 Maret 2007), sama sekali tidak 
melakukan pembayaran utangnya. 
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Termohon Pailit menanggapi Surat Pemohon Pailit I perihal 
penagihan utang dan memohon agar diberikan kelonggaran pembayaran 
hingga akhir bulan Maret 2007, akan tetapi hingga permohonan 
pernyataan pailit ini didaftarkan, Termohon Pailit belum juga melakukan 
pembayaran kepada Pemohon Pailit I.  
Demikian pula terhadap Pemohon Pailit II. Berdasarkan surat 
Pemohon Pailit II tertanggal 21 Maret 2007, secara tegas memerintahkan 
Termohon Pailit agar segera membayar utang dagang Rp. 93.140.000,- 
(sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) belum termasuk 
bunga dan denda, selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak tanggal surat 
tersebut; Bahwa Termohon Pailit hingga lewat batas waktu yang 
ditentukan (tanggal 28 Maret 2007), sama sekali tidak melakukan 
pembayaran utang kepada Pemohon Pailit II sehingga seluruh utang telah 
jatuh tempo dan dapat ditagih.  
Termohon Pailit menanggapi surat Permohonan Pailit II perihal 
penagihan utang dan memohon agar diberikan penundaan pembayaran 
utang, akan tetapi hingga permohonan penyataan pailit ini didaftarkan, 
Termohon Pailit belum juga melakukan pembayaran kepada Pemohon 
Pailit II.  
Dari uraian di atas tampak jelas bahwa unsur-unsur yang 
disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan mengingat Pasal 8 ayat (8) UUK 
dan PKPU telah terpenuhi dan menjadi alasan Majelis Hakim Pengadilan 
Niaga Jakarta Pusat untuk mengabulkan permohonan dari para pemohon 
pailit. 
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 Keberatan KPP terhadap Daftar Pembagian Harta Pailit 
dalam Perkara Kepailitan No.22/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst 
Atas Pengumuman Daftar Pembagian Harta Pailit dalam Perkara 
Kepailitan No.22/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst (pada Harian Media 
Indonesia, tanggal 26 Nopember 2008), khususnya mengenai pembagian 
harta pailit yang ditujukan bagi DJP, dalam hal ini KPP yaitu sebesar Rp 
5.498.733.877,90 (Lima Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta 
Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh koma Sembilan 
Rupiah), KPP menyatakan Keberatan dan menolak dengan tegas atas 
pembagian tersebut. Dalam keberatan ini KPP sebagai Pemohon 
Keberatan II/Pelawan II dan Sdr. DARWIN MARPAUNG, S.H., M.H. 
(Kurator) adalah sebagai Termohon Keberatan/Terlawan. 
a. Dasar Permohonan Keberatan  
Alasan-alasan keberatan Pelawan II adalah sebagai berikut: 
1) Bahwa besarnya utang pajak PT AOI pada KPP yang telah 
diakui oleh kurator sebagaimana dicantumkan dalam 
Pengumuman Pembagian Harta Pailit dalam Perkara Kepailitan 
Nomor22/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst. adalah sebesar Rp. 
25.273.862.760, (DuaPuluh Lima Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh 
Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus 
Enam Puluh Rupiah) dengan perincian sebagai berikut: 
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Tabel 
Daftar Tunjakan Pajak PT. AOI 
 
No. Nomor Ketetapan 
Pajak 
Tanggal Ketetapan Jumlah Ketetapan 
1. STP BP No.  
00001/109/93/072/04 
Tanggal 13 April  
2004 
Rp. 547.920,00 
2. STP BP No.  
00002/109/93/072/07 
Tanggal 13 April  
2004 
Rp. 46.729.170,00 
3. STP BP No.  
00002/109/96/072/04 
Tanggal 10 Mei  
2004 
Rp. 157.567.848,00 
4. STP BP No.  
00003/109/93/072/04 
Tanggal 13 April  
2004 
Rp. 195.000.000,00 
5. STP BP No.  
00005/109/93/072/04 
Tanggal 13 April  
2004 
Rp. 142.000.000,00 
6. STP BP No.  
00005/109/93/072/04 
Tanggal 13 April  
2004 
Rp. 680.000.000,00 
7. STP BP No.  
00006/109/93/072/04 
Tanggal 13 April  
2004 
Rp. 750.000.000,00 
8. STP BP No.  
00007/109/93/072/04 
Tanggal 13 April  
2004 
Rp. 760.000.000,00 
9. STP BP No.  
00008/109/93/072/04 
Tanggal 13 April  
2004 
Rp. 780.000.000,00 
10. STP BP No.  
00009/109/93/072/04 
Tanggal 13 April  
2004 
Rp. 5.390.000.000,00 
11. STP BP No.  
00010/109/93/072/04 
Tanggal 13 April  
2004 
Rp. 8.895.169.641,00 
12. STP PPh No.  
00020/106/99/022/99 
Tanggal 19 Mei  
1999 
Rp. 72.700.990,00 
13. STP PPh No.  
00066/201/03/072/05 
Tanggal 10 Juni  
2005 
Rp. 485.592.019,00 
14. STP PPh No.  
00072/203/03/072/05 
Tanggal 10 Juni  
2005 
Rp. 6.514.771.636,00 
15. STP PPh No.  
00107/101/06/072/06 
Tanggal 02 Juli  
2006 
Rp. 2.190.720,00 
16. STP BP No.  
00107/109/96/022/01 
Tanggal 08  
November 2001 
Rp. 388.095.926,00 
17. STP PPh No.  
00125/106/97/022/98 
Tanggal 23 Februari  
1998 
Rp. 75.000,00 
18. STP PPh No.  
00126/106/97/022/98 
Tanggal 23 Februari  
1998 
Rp. 75.000,00 
19. STP PPh No.  
00156/101/06/072/06 
Tanggal 04 Agustus  
2006 
Rp. 1.070.360,00 
20. STP PPh No.  
00221/101/06/072/06 
Tanggal 06 Oktober  
2006 
Rp. 1.583.000,00 
21. STP PPh No.  
00239/101/06/072/06 
Tanggal 17  
November 2006 
Rp. 1.583.010,00 
22. STP PPh No.  
03470/106/00/022/02 
Tanggal 28 Januari  
2002 
Rp. 50.000,00 
  Jumlah Utang Pajak Rp. 25.264.802.240,00 
Sumber: Putusan No: 22/PAILIT/2007/PN.NIAGA/JKT.PST. 
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2) Bahwa Pasal 193 ayat (1) UUK dan PKPU mengatur bahwa 
selama  tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
192 ayat (1), Kreditor dapat melawan daftar pembagian tersebut 
dengan mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada 
Panitera Pengadilan, dengan menerima tanda bukti penerimaan.  
3) Bahwa sesuai dengan pengumuman pailit PT AOI di Harian 
Merdeka tanggal 5 Juni 2007 maka batas akhir pengajuan 
tagihan dan verifikasi pajak adalah pada hari Rabu tanggal 27 
Juni 2007 dan rapat pencocokan piutang (verifikasi) 
diselenggarakan pada hari kamis tanggal 12 Juli 2007, bahwa 
Kurator dan Debitor menyetujui besarnya utang pajak adalah 
sebesar Rp 25.264.802.240,00 (Dua Puluh Lima Miliar Dua 
Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua 
Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah). Hal ini bisa dibuktikan 
dengan tidak adanya renvooi yang diajukan oleh Kurator maupun 
Debitor. 
4) Bahwa Pasal 32 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU KUP mengatur 
bahwa dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Wajib 
Pajak diwakili dalam hal badan dinyatakan pailit oleh kurator. 
Wakil (kurator) bertanggungjawab secara pribadi dan/atau 
secara tanggung renteng atas pembayaran pajak yang terutang, 
kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur 
Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-
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benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak 
yang terutang tersebut.Selain itu Pasal 72 UUK dan PKPU 
mengatur bahwa Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan 
atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan 
dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap 
harta pailit. 
5) Bahwa dalam Pasal 18 ayat (1) UU KUP mengatur bahwa Surat 
Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan 
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, 
yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, 
merupakan dasar penagihan pajak.  
6) Bahwa dalam Pasal 21 ayat (1) UU KUP mengatur bahwa 
Negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atas 
barang-barang milik Penanggung Pajak. Dalam penjelasan pasal 
tersebut diatur bahwa ayat ini menetapkan kedudukan Negara 
sebagai Kreditor preferen yang dinyatakan mempunyaihak 
mendahulu atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang 
akan dilelang di muka umum. Pembayaran kepada Kreditor lain 
diselesaikan setelah utang pajak dilunasi. Bahwa maksud dari 
ayat ini adalah untuk memberi kesempatan kepada pemerintah 
untuk mendapatkan bagian terlebih dahulu dari Kreditor lain atas 
hasil pelelangan barang-barang milik penanggung pajak di muka 
umum guna menutupi atau melunasi utang pajaknya.  
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7) Bahwa Pasal 21 ayat (2) UU KUP menyatakan bahwa ketentuan 
tentang hak mendahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, 
kenaikan, dan biaya Penagihan Pajak.  
8) Bahwa Pasal 21 ayat (3) UU KUP menyatakan bahwa hak 
mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu 
lainnya kecuali terhadap: 
a) Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu 
penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/ 
atau barang tidak bergerak. 
b)  Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang 
dimaksud;  
c) Biaya perkara yang semata-matadisebabkan pelelangan dari 
suatu warisan.  
9) Bahwa Pasal 21 ayat (3a) UU KUP menyatakan bahwa dalam 
hal wajib pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka 
kurator, likuidator, atauorang atau badan yang ditugasi untuk 
melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak 
dalampailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham 
atau Kreditor lainnya sebelum menggunakan harta tersebut 
untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut;  
10)Bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Kepailitan 
disebutkan bahwa dalam hal suatu tagihan diajukan untuk 
dicocokkan maka hal tersebut mencegah berlakunya daluwarsa;  
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11) Pasal 41 A ayat (3) UU PPDSP mengatur bahwa setiap orang 
yang dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan 
yangdilakukan menurut undang-undang atau dengan sengaja 
mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan 
dalam melaksanakan ketentuan undang-undang yang dilakukan 
oleh Jurusita Pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 
4 (empat) bulan 2 (dua) minggu dan denda paling banyak Rp. 
10.000.000.- (sepuluh juta rupiah). Berdasarkan keseluruhan 
uraian diatas KPP menyatakan:  
a. Bahwa KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua, 
berdasarkan Pasal 193 ayat (1) UUK dan PKPU, mengajukan 
Keberatan atas pengumuman daftar pembagian harta pailit 
dalam perkara kepailitan No. 22/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst;  
b. Daftar Pembagian Harta Pailit dalam perkara kepailitan No. 
22/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang telah disetujui oleh 
Hakim Pengawas adalah tidak sah dan tidak berdasar karena 
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada angka 
4 s.d. 11 di atas;  
c. Bahwa Kurator PT AOI tidak berwenang dan telah menyalahi 
ketentuan hukum yang berlaku dengan menentukan tanpa 
dasar pembagian harta pailit kepada Direktorat Jenderal 
Pajak sebesar Rp. 5.498.733.877.90 (Lima Miliar Empat 
Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh 
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Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh koma Sembilan 
Rupiah) karena sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) 
UU KUP, yang berwenang menetapkan besarnya jumlah 
pajak terutang adalah Direktur Jenderal Pajak;  
d. Bahwa besarnya utang pajak sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku adalah sebesar Rp.25.273.862.760,00 (Dua Puluh 
Lima Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus 
Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah);  
e. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf b dan ayat (2) 
UU KUP maka Kurator bertanggung jawab dalam pelunasan 
utang pajak sebesar Rp.25.273.862.760,00 (Dua Puluh Lima 
Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam 
Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah) dari boedel 
(harta) pailit PT AOI. Apabila Kurator tidak memenuhi 
kewajiban pelunasan utang pajak sebagaimana tersebut di 
atas maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 A ayat (3) UU 
PPDSP dapat dikenakan sanksi pidana. 
b. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim 
Terhadap alasan-alasan keberatan KPP tersebut di atas, Majelis 
Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:  
1) Terhadap keberatan Pelawan II (KPP) maka Terlawan dalam 
tanggapannya menyatakan:  
a) Bahwa terlebih dahulu Terlawan menanggapi dalil Pelawan II 
tentang “Kurator bertanggungjawab dalam pelunasan utang 
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pajak ........... apabila Kurator tidak memenuhi kewajiban 
pelunasan utang pajak......... maka berdasarkan ketentuan 
Pasal 41A ayat (3) UU PPSP dapat dikenakan sanksi pidana,” 
yang dimaksud dengan “wajib pajak diwakili” dalam ketentuan 
tersebut merujuk pada akibat kepailitan kepada Debitor yang 
kehilangan haknya dalam mengurus harta kekayaannya. Oleh 
karenanya terhadap pengurusan dan pemberesan harta pailit 
yang berkaitan dengan pajak maka debitor diwakili oleh 
Terlawan. Artinya tanggung jawab Terlawan adalah terhadap 
pelunasan utang pajak terutang yang timbul sejak pernyataan 
pailit dalam rangkaian pengurusan dan pemberesan harta 
pailit, misalnya: penjualan boedel pailit yang menimbulkan 
utang pajak atas penjualan tersebut. 
b) Dalam hal ini Terlawan bertanggung jawab sebagai wakil 
terhadap pelunasan atas pajak dari penjualan boedel pailit. 
Ketentuan tersebut tidak berarti Terlawan bertanggung jawab 
atas pelunasan seluruh tagihan pajak sebelum kepailitan 
berlaku. Pembayaran/pembagian terhadap seluruh Kreditor 
termasuk pajak tunduk pada Undang-Undang Kepailitan. 
c) Bahwa keadaan pailit bukanlah mengakibatkan semua utang 
pajak dari Debitor menjadi lunas dan selanjutnya menjadi 
utang Terlawan.  
d) Bahwa tidak sepatutnya Pelawan II mengabaikan Hak 
Separatis, dalam hal ini Pelawan I, dan Hak Istimewa dari 
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karyawan sehingga meminta pelunasan seluruh tagihannya 
padahal keadaan harta pailit tidak cukup.  
2) Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam renvooi proses 
ini adalah “Apakah Daftar Pembagian Harta Pailit PT AOI (dalam 
pailit) yang telah disetujui Hakim Pengawas sudah adil dan merata 
serta berimbang sesuai dengan maksud dan tujuan adanya 
peraturan tentang Kepailitan dalam hal ini UUK dan PKPU.”  
3) Bahwa dengan diajukannya keberatan oleh Pelawan II (KPP) 
terhadap Daftar Pembagian Harta Pailit PT AOI yang telah 
disetujui oleh Hakim Pengawas tertanggal 26 Nopember 2008 
dengan berpedoman pada ketentuan pasal 1 angka 2 
junctoKetentuan Pasal 193 ayat (1) UUK dan PKPU, Majelis 
Hakim berpendapat bahwa Negara, dalam hal ini KPP, telah 
menundukkan diri kepada UUK dan PKPU, sehingga apabila 
terdapat keberatan  atau bantahan terhadap tagihannya tersebut 
Pengadilan Niaga berwenang memeriksa dan mengadilinya 
sepanjang berkaitan dengan verifikasi tagihan dan penentuan 
jumlah bagian yang dapat diberikan dari jumlah besarnya boedel 
pailit yang diperoleh dari hasil pelelangan yang dilakukan oleh 
Kurator dalam Kepailitan.  
4) Bahwa apabila tagihan Pelawan II yang diakui besarnya utang 
pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah sebesar Rp 
25.273.862.760,- (dua puluh lima milyardua ratus tujuh puluh tiga 
juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh 
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rupiah) dan jumlah tagihan pajak Propinsi Maluku yang dijadikan 
dasar oleh Kurator untuk Rapat Verifikasi (Pencocokan Utang), 
maka akan terjadi defisit dari semua hasil lelang asset PT AOI 
(dalam Pailit) dan dengan demikian maka hak pekerja yang 
berjumlah 3.594 orang dan 7 (tujuh) orang Tenaga Kerja Asing, 
termasuk biaya-biaya kepailitan lainnya dan fee kurator tidak akan 
terbayar (seperti halnya pertimbangan kepada keberatan Pelawan 
I), sehingga telah menimbulkan adanya pembagian yang 
bertentangan dengan maksud dan tujuan undang-undang 
Kepailitan dalam hal pembagian Boedel Pailit yang didasarkan 
pada azas adil dan merata serta berimbang.  
5) Bahwa apabila jumlah Tagihan Pajak yang dimohonkan oleh 
Pelawan II tersebut setelah dihubungkan dengan Daftar 
Pembagian Harta Pailit PT AOI, serta dengan memperhatikan pula 
bahagian dari Karyawan/Buruh dan Kreditor Separatis lainnya, 
termasuk biaya-biaya kepailitan dan fee kurator, maka terhadap 
Daftar Pembagian Harta Pailit PT AOI tersebut, menurut hemat 
Majelis Hakim adalah sudah tepat dan patut serta adil dan merata 
serta berimbang berdasarkan maksud dan tujuan UUK dan PKPU. 
c. Putusan atas Permohonan Keberatan  
Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan 
tersebut, dengan tidak mengesampingkan ketentuan yang dimaksudkan 
dalam UU KUP serta memperhatikan pula ketentuan Pasal 35 juncto 
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Pasal 204 UUK dan PKPU, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa 
terhadap keberatan Pelawan II tersebut haruslah dikesampingkan/ditolak. 
d. Analisis 
Ada beberapa alasan Pemohon Keberatan II yang sangat penting 
diulas dari uraian di atas, yaitu  dalil Pemohon Keberatan II  bahwa Wakil 
(kurator) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara tanggung 
renteng atas pembayaran pajak yang terutang, dan Negara mempunyai 
hak mendahulu untuk tagihan pajak atas barang-barang milik Penanggung 
Pajak.  
1) Kurator dan Tanggung Jawabnya  
Terhadap dalil Pemohon Keberatan II bahwa Wakil (kurator) 
bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara tanggung 
renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila 
dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak 
bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak 
mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang 
terutang tersebut. Dalil ini didasarkan pada bunyi Pasal 32 ayat 
(1) huruf b dan ayat (2) UU KUP, yang mengatur bahwa dalam 
menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak dalam 
hal badan dinyatakan pailit, diwakili oleh kurator.Selain itu 
Pasal 72 UUK dan PKPU mengatur bahwa Kurator 
bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya 
dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan 
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yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.Pada 
prinsipnya tugas umum dari Kurator adalah melakukan 
pengurusan dan/atau pemberesan terhadap harta pailit. Dalam 
menjalankan tugasnya seorang Kurator bersifat independen 
terhadap Debitor dan Kreditor. Dalam UUK dan PKPU banyak 
diatur mengenai apa yang menjadi hak, kewajiban, tanggung 
jawab dan kewenangan khusus Kurator, antara lain yang 
terpenting sebagai berikut:  
a) Tugas kurator secara umum adalah melakukan pengurusan 
dan/atau pemberesan harta pailit (Pasal 69 ayat (1) UUK 
dan PKPU); Tugas ini sudah dapat dijalankan sejak 
tanggalputusan pernyataan pailit walaupun belum in-
kracht.(Pasal 16 ayat (1) UUK dan PKPU);  
b) Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga dengan syarat 
bahwa pengambilan pinjaman semata-matadilakukan dalam 
rangka meningkatkan harta pailit (Pasal 69 ayat (2) UUK 
dan PKPU);  
c) Terhadap pengambilan pinjaman pihak ketiga, dengan 
persetujuan Hakim Pengawas, Kurator berwenang untuk 
membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai dan 
hak agunan lainnya (Pasal 69 ayat (3) UUK dan PKPU);  
d) Kurator dapat menghadap pengadilan dengan seizin hakim 
pengawaskecuali untuk hal-hal tertentu (Pasal 69 ayat (3) 
UUK dan PKPU);  
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e) Kewenangan untuk menjual agunan dari kreditorseparatis 
setelah 2 (dua) bulan insolvensi (Pasal 59 ayat (1)) atau 
kurator menjual barang bergerak dalam masa stay (Pasal5 
ayat (3)). Ataupun membebaskan barang agunan dengan 
membayar kepada kreditor separatis yang bersangkutan 
jumlah terkecil antara harga pasar dan jumlah hutang yang 
dijamin dengan barang agunan tersebut (Pasal 59 ayat (3) 
UUK dan PKPU).  
f) Kewenangan untuk melanjutkan usaha debitor yang 
dinyatakan pailit (persetujuan panitia kreditor atau hakim 
pengawas jika tidak ada panitia kreditor) walaupun putusan 
pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan 
kembali (Pasal 104 UUK dan PKPU);  
g) Kurator berwenang untuk mengalihkan harta pailit sebelum 
verifikasi (persetujuan hakim pengawas) (Pasal 107 ayat (1) 
UUK dan PKPU);  
h) Kewenangan untukmenerima atau menolak permohonan 
pihak kreditor atau pihak ketiga untuk mengangkat 
penangguhan atau mengubah syarat-syarat penangguhan 
pelaksanaan hak eksekusi, hak tanggungan, gadai atau hak 
agunan lainnya (Pasal 57 ayat (2) UUK dan PKPU);  
i) Melaksanakan pembayaran kepada kreditor dalam proses 
pemberesan (Pasal 201 UUK dan PKPU);  
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j) Hak kurator atas imbalan jasa (fee) yang ditetapkan dalam 
putusan pernyataan pailit oleh hakim yang berlandaskan 
pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman 
(Pasal 75 juncto Pasal 76 UUK dan PKPU).  
k) Tugas, Hak dan kewajiban lain yang diatur dalam UUK dan 
PKPU dan peraturan perundangan lainnya.  
Kurator adalah pihak (luar) yang ditunjuk oleh Pengadilan untuk 
melakukan pemberesan harta pailit sehingga kedudukannya 
adalah sebagai pihak di luar perusahaan pailit dan sifatnya 
memberikan jasa pengurusan atau pemberesan saja.Dalam 
konteks hubungan kerja, keberadaan kurator secara hukum 
didasarkan pada Putusan Pengadilan Niaga. Oleh karena itu 
yang akan menjadi tanggung jawab hukum Kurator adalah hasil 
pekerjaan atau jasa yang ia berikanpada perusahaan pailit. 
Dengan demikian segala tanggung jawab hukum yang ada 
sebelum adanya Putusan Pengadilan Niaga ataspenunjukan 
kurator tidak dapat dibebankan kepada kurator. 
Masalah krusial bagi kurator dalam menjalankan wewenangnya 
sesuai ketentuan dalam UUK dan PKPU adalah adanya hak 
eksekusi Kreditor separatis atas haknya seolah-olah tidak 
terjadi kepailitan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 55 ayat 
(1) UUK dan PKPU.  
Dengan demikian penulis memiliki pendapat yang serupa 
dengan Majelis Hakim bahwa Terlawan bertanggung jawab 
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sebagai wakil terhadap pelunasan atas pajak dari hasil 
penjualan boedel pailit. Ketentuan tersebut tidak berarti 
Terlawan bertanggung jawab atas pelunasan seluruh tagihan 
pajak sebelum kepailitan berlaku. Pembayaran/pembagian 
terhadap seluruh Kreditor tunduk pada Undang-Undang 
Kepailitan.Keadaan pailit bukanlah mengakibatkan semua 
utang pajak dari Debitor menjadi lunas dan selanjutnya menjadi 
utang Terlawan. 
2) Negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atas 
barang-barang milik Penanggung Pajak  
Terhadap dalil Pasal 21 ayat (1) UU KUP yang mengatur 
bahwa Negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak 
atas barang-barang milik Penanggung Pajak. Dalam penjelasan 
pasal tersebut diatur bahwa: ayat ini menetapkan kedudukan 
Negara sebagai Kreditor preferen yang dinyatakan mempunyai 
hak mendahulu atas barang-barang milik Penanggung Pajak 
yang akan dilelang di muka umum. Pembayaran kepada 
Kreditor lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi.  
Maksud dari ayat ini adalah memberi kesempatan kepada 
pemerintah untuk mendapatkan bagian terlebih dahulu dari 
Kreditor lain atas hasil pelelangan barang-barang milik 
penanggung pajak di muka umum guna menutupi atau 
melunasi utang pajaknya. Hal ini sejalan dengan maksud dari 
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KUH Perdata yang membedakan kedudukan hak atas 
pelunasan utang, sebagai berikut: 
a. Gadai dan hipotik berada pada kedudukan lebih tinggi 
daripada kedudukan kreditor dengan hak istimewa; 
b. Hak istimewa mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari 
gadai dan hipotek, jika dinyatakan demikian oleh Undang-
Undang;  
c. Hak dari Kas Negara, Kantor Lelang, dan lain-lain badan 
umum yang dibentuk oleh Pemerintah untuk didahulukan, 
tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu 
berlangsungnya hak itu diatur di berbagai Undang-Undang 
khusus yang mengenai hal-hal itu;  
d. Hak istimewa mengenai barang tertentu lebih tinggi 
kedudukannya daripada hak istimewa mengenai seluruh 
barang pada umumnya. 
Dari pembedaan kedudukan tersebut, mengenai utang yang 
diberikan kedudukan istimewa atau didahulukan tidak hanya diatur dalam 
KUH Perdata, melainkan dalam peraturan perundang-undangan lain yang 
merupakan lex specialisdari ketentuan dalam KUH Perdata yang sifatnya 
terbuka. 
Terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan yang 
menyatakan bahwa dengan diajukannya keberatan oleh Pelawan II (KPP) 
terhadap Daftar Pembagian Harta Pailit PT AOI yang telah disetujui oleh 
Hakim Pengawas tertanggal 26 Nopember 2008 dengan berpedoman 
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pada ketentuan pasal 1 angka 2 junctoKetentuan Pasal 193 ayat (1) UUK 
dan PKPU, Majelis Hakim berpendapat bahwa Negara, dalam hal ini KPP, 
telah menundukkan diri kepada UUK dan PKPU, sehingga apabila 
terdapat keberatan  atau bantahan terhadap tagihannya tersebut 
Pengadilan Niaga berwenang memeriksa dan mengadilinya sepanjang 
berkaitan dengan verifikasi tagihan dan penentuan jumlah bagian yang 
dapat diberikan dari jumlah besarnya boedel pailit yang diperoleh dari 
hasil pelelangan yang dilakukan oleh Kurator dalam Kepailitan. 
Penulis berpendapat bahwa jika ada keberatan atau bantahan 
terhadap tagihannya tersebut maka Pengadilan Niaga berwenang 
memeriksa dan mengadilinya sepanjang berkaitan dengan verifikasi 
tagihan dan penentuan jumlah bagian yangdapat diberikan dari jumlah 
besarnya boedel pailit yang diperoleh dari hasil pelelangan yang dilakukan 
oleh Kurator dalam Kepailitan. Namun demikian menurut hemat penulis, 
perlulah diperhatikan adanya integrasi dalam UUK dan PKPU. Asas 
intergrasi tersebut menyatakan bahwa sistem hukum formil dan hukum 
materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum 
perdata dan hukum acara perdata nasional.  
Berdasarkan asas integrasi tersebut, maka terhadap hal-hal yang 
belum diatur atau tidak cukup diatur dalam UUK dan PKPU dikembalikan 
kepada undang-undang lain dalam sistem hukum perdata nasional antara 
lain KUH Perdata. Dalam hal ini, hak mendahulu negara atas pajak 
diaturdalam Undang-undang tersendiri yang khusus diadakan untuk 
itu,yaitu: UU KUP dan UU PPDSP. 
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Dari seluruh uraian di atas, oleh karena itu, penulis tidak 
sependapat dengan Majelis Hakim yang mengesampingkan hak 
mendahulu yang dimiliki negara atas tagihan pajak PT AOI. 
2. Mahkamah Agung Pengadilan Tingkat Kasasi 
 Permohonan Kasasi KPP terhadap Putusan Pengadilan 
Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.22/Pailit 
/2007/ PN.Niaga.Jkt.Pst 
a. Dasar Permohonan Kasasi  
Dengan ditolaknya keberatan KPP atas Pengumuman Daftar 
Pembagian Harta Pailit, selanjutnya KPP mengajukan Memori Kasasi 
kepada Mahkamah Agung, dengan alasan-alasan sebagai berikut:  
1) Bahwa Judex Factie telah keliru dalam memutus perkara a quo 
tersebut dengan menyatakan bahwa negara dalam hal ini KPP 
Pratama Jakarta Tanah Abang Dua telah menundukkan diri 
kepada UU Kepailitan dan PKPU dan menyatakan bahwa 
Pengadilan Niaga berwenang memeriksa dan mengadili 
sepanjang berkaitan dengan verifikasi tagihan dan penentuan 
jumlah bagian yang dapat diberikan dari jumlah besarnya 
boedel pailit yang diperoleh dari hasil pelelangan yang 
dilakukan oleh kurator dalam kepailitan.  
2) Bahwa Pemohon Kasasi adalah instansi pemerintah yang 
merupakan representasi negara yang tidak dapat didudukkan 
sebagai kreditor berdasarkan Pasal 1 angka 2, 3, 6 dan 11 UUK 
dan PKPU dengan dalil-dalil sebagai berikut: 
 98 
Angka 2: Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena 
perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di 
muka pengadilan.  
Angka 3: Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena 
perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya 
dapat ditagih di muka pengadilan.  
Angka 6: Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat 
dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang 
Indonesia maupun mata uang asing,baik secara 
langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari 
atau kontinjen, yang timbul  karena perjanjian atau 
undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor 
dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor 
untukmendapat pemenuhannya dari harta kekayaan 
Debitor.  
Angka 11: Setiap orang adalah orang perseorangan atau 
korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan 
hukum maupun yang bukan badan hukum dalam 
likuidasi.  
Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, ditentukan 
bahwa yang menjadi kreditor adalah orang, yaitu orang 
perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang 
berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum 
dalam likuidasi, tidak termasuk negara in casu Pemohon Kasasi.  
 99 
3) Pasal 1137 KUH Perdata menyebutkan bahwa Hak dari kas 
negara, kantor lelang dan lain-lain badan umum yang dibentuk 
oleh pemerintah untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak 
itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut diaturdalam 
berbagai undang-undang khusus yang mengenai hal-hal itu. 
4) Berdasarkan Pasal 21 UU KUP dijelaskan sebagai berikut :  
a) Pasal 21 ayat (1): 
Negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atas 
barang-barang milik Penanggung Pajak. Dalam penjelasan 
pasal tersebut diatur bahwa ayat ini menetapkan kedudukan 
Negara sebagai Kreditor preferen yang dinyatakan 
mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik 
Penanggung Pajak yang akan dilelang di muka umum. 
Pembayaran kepada Kreditor lain diselesaikan setelah utang 
pajak dilunasi.  
Bahwa maksud dari ayat ini adalah untuk memberi 
kesempatan kepada pemerintah untuk mendapatkan bagian 
terlebih dahulu dari Kreditor lain atas hasil pelelangan 
barang-barang milik penanggung pajak di muka umum guna 
menutupi atau melunasi utang pajaknya.  
b) Pasal 21 ayat (2) :  
Ketentuan tentang hak mendahulu sebagaimana dimaksud 
dalam ayat(1) meliputi pokok pajak, sanksi administrasi 
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berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya Penagihan 
Pajak. 
c) Pasal 21 ayat (3):  
Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak 
mendahulu lainnya kecuali terhadap:  
i) Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu 
penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak 
dan/atau barang tidak bergerak.  
ii) Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan 
barang dimaksud;  
iii) Biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan 
dari suatu warisan. 
5) Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (6) Undang-Undang 
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ditegaskan bahwa: 
Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak 
mendahulu lainnya, kecuali terhadap: 
a) Biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu 
penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak 
maupun barang tidak bergerak.  
b) Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang 
dimaksud.  
c) Biaya perkara yang semata-matadisebabkan oleh 
pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.  
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Dari pasal-pasal tersebut diatas jelaslah bahwa negara 
mempunyai kedudukan yang harus didahulukan dalam 
pelunasan utang Debitor. Bahwa hal tersebut telah sejalan 
dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 
015.K/N/1999 tanggal 14 Juli 1999 yang memutus bahwa 
hutang pajak yang lahir dari Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 
Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 1994 yang memberi 
kewenangan khusus kepada pejabat pajak untuk melakukan 
eksekusi langsung terhadap hutang pajak tanpa intervensi 
pengadilan. Terhadap tagihan hutang pajak tersebut harus 
diterapkan ketentuan pasal 41 ayat (3) Undang-undang Nomor 
4 Tahun 1998, menempatkan penyelesaian utang pajak berada 
di luar jalur proses kepailitan, karena mempunyai kedudukan 
hak istimewa penyelesaiannya.  
Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 015.K/N/1999 
tanggal 14 Juli 1999 tersebut diperkuat pula dengan Putusan 
Mahkamah Agung Nomor 017K/N/2005 tanggal 15 Agustus 
2005 yang memutus bahwa hutang pajak adalah hutang 
berdasarkan hukum publik dan harus dibayar lebih dahulu 
daripada hutang-hutang lainnya, tidak mungkin diselesaikan 
dalam proses PKPU. 
Demikian pula, piutang pajak bukanlah termasuk piutang yang 
dapat ditagih di muka Pengadilan karena piutang pajak ditagih 
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dengan Surat Paksa yang memiliki kekuatan eksekutorial vide 
Pasal 7 ayat (1) UU PPDSP.  
Bahwa karena alasan-alasan yang sudah disebutkan di atas 
maka jelaslah dengan dilaksanakannya Ketentuan Pasal 193 
ayat (1) UUK dan PKPU tidak berarti Negara tersebut dalam hal 
ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Dua 
telah menundukkan diri kepada UUK dan PKPU, karena 
Negara, dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta 
Tanah Abang Dua hanya menjalankan ketentuan formal dalam 
UUK dan PKPU.  
6) Bahwa Judex Factie telah keliru dalam memutus perkara a quo 
dengan menentukan bagian untuk KPP Pratama Jakarta Tanah 
Abang Dua dari pembagian boedel pailit hasil pelelangan sesuai 
UUK dan PKPU berdasarkan pada pembagian yang pantas 
serta adil dan merata serta berimbang sesuai dengan azas dan 
tujuan Undang-Undang Kepailitan. Bahwa dalam Penjelasan 
Umum UUK dan PKPU ini didasarkan pada beberapa asas, 
antara lain: 
a) Asas Keseimbangan  
Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang 
merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di 
satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah 
terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan 
oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan 
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yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata 
dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad 
baik. 
b) Asas Kelangsungan Usaha 
Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang 
memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap 
dilangsungkan 
c) Asas Keadilan  
Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, 
bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa 
keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas 
keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-
wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran 
atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak 
mempedulikan Kreditor lainnya. 
d) Asas Integrasi  
Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung 
pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum 
materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem 
hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. 
Berdasarkan asas integrasi tersebut, maka terhadap hal-hal 
yang belum diatur atau tidak cukup diatur dalam UUK dan 
PKPU dikembalikan kepada undang-undang lain dalam sistem 
hukum perdata nasional antara lain KUH Perdata. Dalam hal ini, 
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hak mendahulu negara atas pajak diatur dalam Undang-undang 
tersendiri yang khususdiadakan untuk itu, yaitu: 
i) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 
2009 (UU KUP);  
ii) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan 
Pajak Negara dengan Surat Paksa sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU 
PPDSP). Sesuai dengan ketentuan diatas maka Pengadilan 
Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus 
menentukan pembagian harta pailit dengan memperhatikan 
perundang-undangan perdata lainnya, dalam hal ini 
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 
Berdasarkan UU KUP dan UU PPSP tersebut di atas maka 
hakim harus menggunakan harta pailit untuk melunasi 
hutang pajak terlebih dahulu sesuai daftar tunggakan yang 
dimasukkan dalam verifikasi tunggakan yang sudah 
dilaksanakan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 113 
ayat (1) huruf b UUK dan PKPU yangmenyatakan bahwa 
paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan 
pernyataan pailit diucapkan, Hakim Pengawas harus 
menetapkan batas  akhir verifikasi pajak untuk menentukan 
besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan 
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perundang-undangan di bidang perpajakan, baru kemudian 
selebihnya digunakan untuk membayar tagihan Kreditor 
lainnya.  
7) Bahwa mengingat PT AOI dalam keadaan pailit maka kewajiban 
pelunasan utang pajak PT AOI sebesar Rp. 25.264.802.240 
(dua puluh lima milyar dua ratus enam puluh empat juta delapan 
ratus dua ribu dua ratus empat puluh rupiah) menjadi tanggung 
jawab kurator selaku wakil Wajib Pajak dalam keadaan pailit 
sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU KUP yaitu:  
(1) Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, 
Wajib Pajak diwakili, dalam hal:  
a. badan oleh pengurus;  
b. badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau 
badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan;  
c. suatu warisan yang belum terbagioleh salah seorang ahli 
warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus 
harta peninggalannya; d. anak yang belum dewasa atau 
orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau 
pengampunya.  
(2) Wakil sebagaimana dimaksud  dalamayat (1) bertanggung 
jawab secara pribadi dan atau secara renteng atas 
pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat 
membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak, 
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bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak 
mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang 
terutang tersebut.  
Bahwa utang pajak PT AOI (dalam pailit) sebesar Rp. 
25.264.802.240 (dua puluh lima milyar dua ratus enam puluh 
empat juta delapan ratus dua ribu dua ratus empat puluh rupiah) 
harus diutamakan pelunasannya dengan boedel pailit 
dibandingkan dengan utang-utang PT AOI (dalam pailit) kepada 
pihak-pihak lainnya (Kreditor) sesuai dengan Pasal 21 UU KUP 
dan Pasal 19 ayat (6) UU PPSP sebagaimana disebutkan dalam 
bagian I memori kasasi ini.  
Bahwa berdasarkan Pasal 13 UU KUP diatur sebagai berikut:  
(1) Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat 
terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian 
Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak 
dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
dalam hal-hal sebagai berikut:  
a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan 
lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;  
b. apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam 
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak 
disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan 
dalam Surat Teguran;  
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c. apabila berdasarkan hasil  pemeriksaan mengenai 
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas 
Barang Mewah ternyata tidak seharusnya 
dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak 
seharusnya dikenakan tarif 0% (nol persen);  
d. apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
28 dan Pasal 29 tidak dipenuhi, sehinggatidak dapat 
diketahui besarnya pajak yang terutang.  
(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a ditambah dengan sanksi administrasi 
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk 
selama-lamanya dua puluh empat bulan, dihitung sejak 
saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, 
Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan 
diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.  
(3) Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan 
huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa 
kenaikan sebesar:  
a. 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang 
tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak;  
b. 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang 
tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, 
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tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau 
dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan;  
c. 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai 
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang 
Mewah yang tidak atau kurang dibayar.  
(4) Besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh 
Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan menjadi pasti 
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan yang berlaku, apabila dalam jangka waktu 
sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak atau 
berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun 
Pajak, tidak diterbitkan surat ketetapan pajak.  
Bahwa berdasarkan Pasal 14 UU KUP diatur sebagai berikut:  
(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan 
Pajak apabila:  
a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau 
kurang dibayar;  
b. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat 
kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis 
dan atau salah hitung;  
c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda 
dan atau bunga;  
d. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-
undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan 
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perubahannya tetapi tidak melaporkan kegiatan 
usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena 
Pajak;  
e. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha 
Kena Pajak tetapi membuat Faktur Pajak;  
f. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha 
Kena Pajak tidak membuat atau membuat Faktur Pajak 
tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya 
Faktur Pajak.  
(2) Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat 
ketetapan pajak.  
(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat 
Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalamayat (1) huruf a 
dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa 
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 
24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya 
pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai 
dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.  
(4) Terhadap Pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak 
sebagaimana dimaksud dalamayat (1) huruf d, huruf e, dan 
huruf f, masing-masing dikenakan sanksi administrasi 
berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar 
Pengenaan Pajak.  
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Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UUKUP diatur bahwa 
apabila atas pajak yang terutang menurut Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
Tambahan, dan tambahan jumlah pajak yang harus dibayar  
berdasarkan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 
Keberatan, atau Putusan Banding, pada saat jatuh tempo 
pembayaran tidak atau kurang dibayar, maka atas jumlah pajak 
yang tidak atau kurang  dibayar itu, dikenakan sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan 
untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo 
sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya 
Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 
(satu) bulan.  
Bahwa besarnya utang pajak atas nama PT AOI (dalam pailit) 
adalah sebesar Rp. 25.264.802.240 (dua puluh lima milyar dua 
ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua ribu dua ratus 
empat puluh rupiah) didasarkan pada Surat Ketetapan Pajak 
dan Surat Tagihan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 13, 
Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 19 UU KUP.  
Bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan upaya penagihan 
atas utang pajak PT AOI (dalam pailit) melalui penyampaian 
Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. 
Bahwa Surat Paksa memilikikekuatan eksekutorial dan 
kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang 
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telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur 
dalam Pasal 7 ayat (1) UU PPSP, sebagai berikut:  
”Surat Paksa berkepala kata-kata”DEMI KEADILAN 
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, 
mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang 
sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap”. 
 
Penjelasan ayat (1): 
Agar tercapai efektivitas dan efisiensi penagihan pajak yang 
didasari Surat Paksa, ketentuan ini memberikan kekuatan 
eksekutorial serta memberikan kedudukan hukum yang sama 
dengan grosse akta yang putusan pengadilan perdata yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, 
Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan 
putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding.  
 
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelaslah bahwa 
Judex Factie telah salah menerapkan/melanggar hukum yang 
berlaku. 
8) Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas putusan Judex Factie 
yang menyatakan bahwa: “apabila jumlah tagihan pajak yang 
dimohonkan oleh Pemohon Keberatan/Pelawan II tersebut 
setelah dihubungkan dengan Daftar Pembagian Harta Pailit PT 
AOI (dalam pailit) yang telah menetapkan jumlah Pembagian 
PemohonKeberatan II tersebut yang telah menetapkan 
bahagian Pemohon Keberatan II dan Pajak Pemerintah Maluku 
sebesar 20 % dari Jumlah Total Penerimaan boedel Pailit PT 
AOI (dalam pailit) serta dengan memperhatikan pula bahagian 
daripada karyawan/buruh dan Kreditor separatis lainnya 
termasuk biaya-biaya kepailitan dan fee kurator maka terhadap 
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daftar pembagian harta pailit PT AOI (dalam pailit) menurut 
hemat Majelis Hakim bahwa Pembagian tersebut adalah sudah 
tepat dan patut serta adil dan merata serta berimbang 
berdasarkan maksud dan tujuan Undang-undang Kepailitan dan 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, karena hal tersebut 
sangat tidak berdasar, mengada-ada, dan Judex Factie telah 
memutus melampaui wewenangnya.  
Bahwa utang pajak PT AOI (dalam pailit) sebesar Rp. 
25.264.802.240 (dua puluh lima milyar dua ratus enam puluh 
empat juta delapan ratus dua ribu dua ratus empat puluh 
rupiah). Mengingat utang pajak tersebut telah memiliki kekuatan 
hukum yang tetap (inkracht) sebagaimana telah dijelaskan pada 
point 1 di atas maka utang pajak yang harus diakui dan dilunasi 
melalui boedel pailit adalahsebesar Rp.25.264.802.240 (dua 
puluh lima milyar dua ratus enam puluh empat juta delapan 
ratus dua ribu dua ratus empat puluh rupiah).  
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelaslah 
bahwa Judex Factie tidak memiliki kewenangan untuk 
mengurangi, menambah, ataupun meniadakan jumlah utang 
pajak yang harus dilunasi oleh Kurator melalui boedel pailit. 
Bahwa dengan demikian telah jelaslah bahwa Judex Factie 
telah melampaui batas wewenangnya. 
Bahwa dengan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah Pemohon 
Kasasi jelaskan di atas dan dalam persidangan sebelumnya, 
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maka telah jelaslah bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan 
Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diucapkan 
pada tanggal 13 Januari 2009 telah salah menerapkan hukum 
dan melampaui batas wewenangnya. 
b. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim  
Atas dalil-dalildalam Memori Kasasi Pemohon Kasasi II tersebut, 
Majelis Hakim berpendapat:  
1) Bahwa alasan para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan 
karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat 
penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat 
dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena 
pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan 
adanya kesalahan penerapan hukum; adanya pelanggaran 
hukum yang berlaku; adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-
syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan 
yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau 
melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang No. 5 tahun2004, lagipula judex factie tidak salah 
menerapkan hukum dan putusannya dipandang sudah adil.  
2) Bahwa berdasarkan Pasal 55 juncto 56 ayat (1) UUK dan 
PKPU, piutang separatis dilaksanakan seolah-olah tidak terjadi 
kepailitan.  
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3) Bahwa menurut Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata, Hipotik/Hak 
Tanggungan adalah lebih tinggi dari pada hak istimewa kecuali 
dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan 
sebaliknya.  
4) Begitu pula utang pajak berdasarkan Pasal 21 UU KUP, utang 
pajak adalah hutang berdasarkan hukum publik dan harus 
dibayar lebih dahulu daripada hutang-hutang lainnya.  
5) Bahwa apabila peraturan perundang-udang tersebut (di atas) 
dilaksanakan, maka upah buruh tidak akan terbayar, padahal 
masalah kepentingan buruh dirasakan para buruh lebih 
mendesak daripada piutang-piutang lainnya.  
6) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat apa 
yang diputuskan oleh judex factie tersebut sudah memenuhi 
rasa keadilan, dengan demikian alasan-alasan dari Pemohon 
Kasasi I dan II tersebut tidak dapat dibenarkan karena judex 
factie tidak salah menerapkan hukum.  
c. Putusan atas Permohonan Kasasi  
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis 
Hakim memutuskan bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula 
dari sebab tidak ternyata bahwa putusan dalam perkaraini bertentangan 
dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan Kasasi yang 
diajukan para Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak. 
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d. Analisis 
Penulis sependapat dengan alasan Pemohon Kasasi II yang 
menyatakan bahwa negara tidak dapat didudukkan sebagai kreditor.Hal 
ini didasarkan pada definisi-definisi yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2, 
3, 6, dan 11 UUK dan PKPU. Utang pajak timbul dari adanya undang-
undang, bukan dari sebuah perikatan. Kreditor memperoleh kedudukan 
hukum setelah melakukan perbuatan hukum yaitu perjanjian (credit), dan 
kemudian, dalam hal pailit, telah terjadi wan prestasi yang dilakukan pihak 
lawan kreditor, yaitu debitor. Sedangkan negara tidak melakukan 
perjanjian apapun sebelumnya dengan wajib pajak, sehingga dalam 
keadaan tertentu misalnya pailit, kedudukan negara tidak serta merta 
menjadi kreditor, melainkan pihak yang memperoleh kedudukan khusus 
berdasarkan undang-undang untuk memperoleh pelunasan piutangnya. 
Berdasarkan Pasal 1134 ayat 2 Jo. Pasal 1137 KUH Perdata dan 
Pasal 21 UU KUP, Kreditor piutang pajak mempunyai kedudukan di atas 
Kreditor Separatis. Dalam hal Kreditor Separatis mengeksekusi objek 
jaminan kebendaannya berdasarkan Pasal 55 ayat 1 UUK dan PKPU, 
maka kedudukan tagihan pajak di atas Kreditor Separatis hilang.  
Oleh karena itu, terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang 
menyatakan bahwa “apabila peraturan perundang-udangan tersebut (di 
atas) dilaksanakan, maka upah buruh tidak akan terbayar, padahal 
masalah kepentingan buruh dirasakan para buruh lebih mendesak 
daripada piutang-piutang lainnya,” maka dalam hal ini penulis tidak 
sependapat. Dibandingkan dengan pajak yang masuk ke kas negara, dan 
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merupakan sumber pembiayaan tersebesar penopang APBN, utang buruh 
(upah buruh) tidak termasuk hakdari kas Negara. Meskipun Pasal 95 ayat 
(4) UU Kepailitan menentukan bahwa dalam hal perusahaan dinyatakan 
pailit atau likuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan 
utang yang didahulukan pembayarannya. 
Dan, penjelasannya menyebutkan yang dimaksud didahulukan 
pembayarannya adalah upah pekerja/buruh harus dibayar lebih dahulu 
daripada utang-utang lainnya.Kedudukan tagihan upah buruh tetap tidak 
dapat lebih tinggi dari kedudukan piutang kreditor separatis karena upah 
buruh bukan utang kas Negara. 
Pasal 1134 ayat 2 Jo. Pasal 1137 KUH Perdata justru merupakan 
rambu-rambu agar tidak setiap undang-undang dapat menentukan bahwa 
utang yang diatur dalam undang-undang tersebut mempunyai kedudukan 
yang lebih tinggi dari tagihan kreditor separatis maupun tagihan pajak.  
Dalam Pasal 39 ayat (2) UUK dan PKPU telah ditentukan bahwa 
upah buruh untuk waktu sebelum dan sesudah pailittermasuk utang harta 
pailit artinya pembayarannya didahulukan dari Kreditor Preferen Khusus 
dan Preferen Umum yang diatur dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH 
Perdata.  
Lalu, bagaimana dengan objek jaminan kebendaan yang termasuk 
harta pailit? Kreditor pemegang jaminan kebendaan/separatis bukan 
pemilik objek jaminan kebendaan, objek jaminan tetap milikDebitur pailit, 
jadi termasuk harta pailit hanya objek jaminan kebendaan tidak terkena 
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sita umum. Kreditor pemegang jaminan kebendaan hanya mempunyai hak 
untuk mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan/eksekusi 
objek jaminan kebendaan lebih dahulu dari Kreditor lain. Apabila setelah 
Kreditor pemegang jaminan kebendaan tersebut melunasi piutangnya, 
dari hasil eksekusi/penjualan objek jaminan tersebut masih ada sisa uang, 
maka Kreditor tersebut harus mengembalikan sisa uang tersebut kepada 
boedel pailit melalui Kurator. Sedangkan apabila hasil penjualan tidak 
cukup untuk melunasi piutangnya, maka sisa piutang yang tidak terbayar 
tersebut dapat diajukan/didaftarkan kepada Kurator untuk diverifikasi 
sebagai tagihan/piutang konkuren. 
3. Mahkamah Agung Pengadilan Tingkat Peninjauan Kembali 
 Permohonan Peninjauan Kembali KPP terhadap Putusan 
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 
No.22/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst 
a. Dasar Permohonan Peninjauan Kembali  
Dengan ditolaknya Permohonan Kasasinya, KPP mengajukan 
Permohonan Peninjauan Kembali keMahkamah Agung tersebut. Adapun 
bukti baru alasan Peninjauan Kembali dari KPP adalah sebagai berikut: 
Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Putusan 15 
K/N/1999 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai 
berikut: 
“Bahwa Kantor Pelayanan Pajak maupun Kantor Pelayanan Bumi 
dan Bangunan tidak termasuk dalam Kreditor dalam ruang lingkup 
pailit. Bentuk utang pajak adalah tagihan yang lahir dari Undang-
Undang nomor 6 Tahun 1983 (sebagaimana di rubah dengan 
perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Ketentuan 
Umum Perpajakan = KUP). Berdasarkan Undang-Undang tersebut, 
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memberi kewenangan khusus Pejabat Pajak untuk melakukan 
eksekusi langsung terhadap utang pajak diluar campur tangan 
kewenangan Pengadilan. Dengan demikian terhadap tagihan utang 
pajak harus ditetapkan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1998, yakni menempatkan penyelesaian 
penagihan utang pajak berada di luar jalur proses pailit karenan 
mempunyai kedudukan hak istimewa penyelesaiannya.” 
 
b. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim 
Atas bukti baru yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali 
tersebut, majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:  
1) Bahwa keberatan-keberatan dari Pemohon Peninjauan Kembali 
(KPP Pratama Jakarta-Tanah Abang II) dapat dibenarkan, 
karena dalam putusan judex juris yang membenarkan putusan 
judex factie (Pengadilan Niaga Jakarta Pusat) terdapat 
kekeliruan yang nyata;  
2) Bahwa terhadap pelunasan utang pajak harus didahulukan 
setelah itu baru pelunasan terhadap gaji karyawan dan piutang 
Bank Mandiri;  
3) Bahwa berdasarkan UU KUP dan UU PPSP, dalam Pasal 21 
UU KUP ayat (1) disebutkan: ”Negara mempunyai hak 
mendahulu untuk tagihan pajak atas barang-barang milik 
penanggung pajak”;  
4) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah Instansi 
Pemerintah, yang merupakan representasi negara yang tidak 
dapat didudukkan sebagai kreditor berdasarkan Pasal 1 ayat 2, 
3, 6, dan 11 UUK dan PKPU;  
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5) Bahwa utang pajak PT AOI (dalam pailit) sebesar Rp. 
25.264,802.240,- (dua puluh lima milyar dua ratus enam puluh 
empat juta delapan ratus dua ribu dua ratus empat puluh rupiah) 
harus dilunasi lebih dahulu, setelah itu baru kreditor-kreditor 
yang lain;  
6) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dan KPP Maluku hanya 
mendapat 20% dari harta pailit PT AOI Rp. 6.857.643.108,64 
(enam milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus 
empat puluh tiga ribu seratus delapan rupiah enam puluh empat 
sen);  
7) Bahwa seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali mendapat 
25.264,802.240,- (dua puluh lima milyar dua ratus enam puluh 
empat juta delapan ratus dua ribu dua ratus empat puluh 
rupiah);  
c. Putusan atas Permohonan Peninjauan Kembali 
Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, 
Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk 
mengabulkan Permohonan Peninjauan kembali yang diajukan oleh 
Pemohon Peninjauan kembali (KPP). 
d. Analisis 
Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim telah tepat 
memutus bahwa seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali mendapat 
25.264,802.240,- (dua puluh lima milyar dua ratus enam puluh empat juta 
delapan ratus dua ribu dua ratus empat puluh rupiah). Meskipun benar 
 120 
pelunasan upah buruh dalam perkara pailit telah diupayakan mendapat 
perlindungan melalui Pasal 95 ayat (4) UUK, namun harus pula diingat 
bahwa pemberian hak untuk didahulukan seperti yang diatur dalam pasal 
tersebut tidak dapat diartikan sebagai hak yang lebih tinggi dari hak 
kreditur separatis. Sebab, Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata juga secara 
tegas juga mengatur sebagai berikut; ”Gadai dan Hipotik adalah lebih 
tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana ditentukan 
oleh undang-undang sebaliknya”. Jelas bahwa hak istimewa yang diatur 
dalam pasal 95 ayat (4) UUK tidak mengatur bahwa hak buruh lebih tinggi 
dari hak separatis. Artinya bahwa hak istimewa dari buruh adalah untuk 
mendapatkan pembayaran dari harta-harta debitur pailit yang belum 
dijaminkan. 
Dengan sama sekali tidak bermaksud mengabaikan perlindungan 
terhadap hak-hak buruh, alasan untuk melakukan perlindungan hak-hak 
buruh dalam kasus ini haruslah pula diterjemahkan sejalan dengan 
perlindungan hak-hak dari kreditur separatis. Karena hak kreditur 
separatis juga telah secara tegas diatur dalam undang-undang. 
Bila hak-hak kreditur separatis dikorbankan untuk kepentingan 
buruh seperti yang dimaksudkan dalam permohonan uji materi UU 
Kepailitan, maka akan sangat menimbulkan potensi permasalahan yang 
lebih besar. Akan terjadi ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan 
lembaga hukum penjaminan di Indonesia. Konsekuensinya jelas, hal itu 
akan berdampak buruk pada aktivitas bisnis di Indonesia. Tidak ada Bank 
yang akan berani memberikan pinjaman tanpa adanya suatu jaminan 
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sebagai salah satu persyaratan penting dari penerapan azas prudential 
bankingyang diatur dalam UU Perbankan. 
Demikian juga halnya terhadap para investor ataupun fasilitator-
fasilitator bisnis dan keuangan baik dalam negeri apalagi luar negeri, akan 
sangat enggan untuk berbisnis di Indonesia sehingga akan memberikan 
akibatyang sangat buruk bagi perkembangan aktivitas bisnis, yang pada 
akhirnya akan sangat berhubungan dengan penyerapan tenaga kerja atau 
buruh di Indonesia. Memang kepailitan ataupun pembubaran suatu 
perusahaan akan berdampak buruk terhadap perlindungan hak dan 
masadepan dari para pekerjanya. Akan tetapi, upaya untuk mengatasinya 
akan lebih baik bila dilakukan secara serius dengan membangun lembaga 
penjaminan ataupun asuransi yang menjamin kepastian hak-hak dari 
buruh tersebut untuk dibayar dalam hal perusahaan tempatnya bekerja di 
pailitkan, daripada harus menghancurkan lembaga penjaminan yang 
telahmenjadi bagian pembangunan lingkungan berbisnis yang lebih baik 
lagi di Indonesia. 
 
B. Pengaturan Perundangan Perpajakan Terhadap Wewenang 
Direktorat Jendral Pajak Dalam Menagih Utang Pajak Pada 
Perusahaan Dalam Proses Pailit 
Telah diuraikan dalam bab sebelumnya mengenai definisi 
penagihan pajak, yaitu serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak 
melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau 
memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, 
memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan 
penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. 
 122 
Dasar dan sarana administrasi bagi Direktur Jenderal Pajak untuk 
melakukan penagihan pajak berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 
Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang 
harus dibayar bertambah. 
UU PPSP tidak menyebutkan secara khusus mengenai pengaturan 
tindakan menagih utang pajak kepada perusahaan yang pailit. Demikian 
pula halnya dalam peraturan formal perpajakan yang pokok-pokoknya 
diatur dalam UU KUP. 
Suatu utang atau tagihan pajak harus dilunasi oleh wajib pajak atau 
Penanggung Pajak. Dengan adanya tagihan pajak, negara mempunyai 
hak mendahulu untuk tagihan pajak tersebut atas barang-barang milik 
Penanggung Pajak, sebagaimana bunyi Pasal 21 ayat (1) UU KUP yakni 
“Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-
barang milik Penanggung Pajak.”  
Adapun maksud dari adanya hak mendahulu negara ini dijelaskan 
lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU KUP, yaitu untuk 
menetapkan kedudukan negara sebagai Kreditor preferen yang 
mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik Penanggung Pajak 
yang akan dilelang di muka umum. Pelaksanaan hak mendahulu negara 
atas utang pajaktersebut adalah dengan dilakukan pembayaran atas 
utang pajak terlebih daulu, pembayaran kepada Kreditor lain diselesaikan 
setelah utang pajak dilunasi. Ketentuan tentang hak mendahulu meliputi 
pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan 
biaya penagihan pajak. 
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Dengan adanya perubahan pada UU KUP, khususnya Pasal 21 
mengalami penambahan ayat yaitu ayat (3a), yang menyatakan bahwa 
dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, maka negara atau orang atau 
badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan 
harta Wajib Pajak dalam pailit kepada pemegang saham atau Kreditor 
lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang 
pajak Wajib Pajak tersebut.  
Namun demikian hak mendahulu negara telah dikecualikan untuk 
didahulukan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) yang 
menyatakan bahwa kedudukan utang pajak adalah mendahulu dari hak 
mendahulu lainnya kecuali biaya perkara yang hanya disebabkan oleh 
suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau 
barang tidak bergerak, biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan 
barang dimaksud; dan/atau biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh 
pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.  
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa mengenai Hak 
Kas Negara sebagaimana disebut dalam KUH Perdata harus didahulukan, 
dalam pelaksanaan hak mendahulunya diatur dalam UU KUP. Undang-
undang ini memberikan kedudukan mendahulu untuk utang pajak kecuali 
atas biaya perkara pelelangan atau penyelesaian warisan. 
UU KUP telah memberikan kedudukan istimewa untuk utang pajak 
melebihi kedudukan semua kreditor dalam kepailitan, termasuk hak 
jaminan, dan juga mendahulu dari buruh dan biaya kepailitan serta 
kreditor konkuren.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab 
sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:  
1. Penerapan hak mendahulu yang dimiliki negara dalam kasus utang 
pajak PT AOI tersebut tidaklah langsung terpenuhi dalam Putusan 
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, melainkan hanya mendapat 
sebagian kecil dari hasil lelang yang dilakukan oleh kurator. Oleh 
karena itu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta 
mengajukan keberatan atas kurator yang membagikan harta pailit 
PT AOI namun ditolak oleh majelis hakim. Kemudian KPP 
mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung agar hak 
mendahului pelunasan utang pajak yang dimiliki oleh Negara dapat 
terpenuhi, akan tetapi putusan kasasi Mahkamah Agung tetap tidak 
mengabulkan permohonan KPP. Pada akhirnya KPP mengajukan 
permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung agar hak 
mendahului yang dimiliki Negara atas pelunasan utang pajak dapat 
terpenuhi yang kemudian dikabulkan oleh majelis hakim Mahkamah 
Agung dan utang pajak PT AOI yang tadinya hanya dibayarkan 
sebagian, menjadi dibayarkan sepenuhnya.  
2. Penagihan utang pajak terhadap perusahaan dalam proses pailit 
tidak diatur secara khusus dalam peraturan perpajakan. Undang-
undang perpajakan yang berkaitan dengan penyelesaian utang 
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pajak terhadap perusahaan dalam proses pailitadalah ketentuan 
yang mengatur tentang kedudukan hak mendahulu atas pelunasan 
utang pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa pasal dalam 
UU KUP dan UU PPSP. Dalam UU KUP, ketentuan yang berkaitan 
adalah Pasal 21 dan Pasal Pasal 32. Selanjutnya, ketentuan dalam 
UU PPSP yang menyangkut hal tersebut adalah Pasal 19 ayat (6). 
Namun, kekuatan pelaksanaan hak mendahulu tersebut ditunjang 
oleh Pasal 1137, yang mengatur bahwa Hak dari Kas 
Negara,Kantor lelang dan lain-lain badan umum yang dibentuk 
Pemerintah, untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, 
dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut, diatur dalam 
berbagaiundang-undang khusus yang mengenai hal-hal itu. 
Dengan demikian maka menurut Pasal 1137 KUH Perdata tersebut 
maka kedudukan utang pajak sebagai pemegang hak istimewa 
dengan hakmendahulu yang merujuk pada pengaturan dalam 
undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Perpajakan  
Seperti halnya dalam perundangan perpajakan, proses pelunasan 
tagihan utang pajak perusahaan pailit juga tidak secara khusus 
diatur.UUK dan PKPU justru menempatkan penyelesaian utang 
pajak di luar jalur kepailitan, sesuai Pasal 41 ayat (3). Bahkan sejak 
berlakunya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan, keberadaan hak mendahulu pajak menjadi 
dilematis dengan adanya bunyi Pasal 95 ayat (4) UU 
Ketenagakerjaan yang menyatakan,dalam hal perusahaan 
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dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari 
pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. 
Meskipun tidak jelas seberapa tinggi prioritas pelunasan atas hak  
tersebut harus didahulukan, namun paling tidak telah tersurat 
adanya keistimewaan untuk hak atas pembayaran upah buruh. 
Artinya, sebelum harta pailit dibagikan kepada kreditor konkuren, 
maka tagihan yang diajukan oleh pihak-pihak pemegang hak 
istimewa harus dipenuhi lebih dahulu.Dari pernyataan ini maka 
dapat disimpulkan bahwa jika tagihan pihak-pihak pemegang hak 
istimewa, yang kedudukannya berada di bawah utang pajak, harus 
dipenuhi lebih dahulu maka utang pajak tentunya sudah 
harusdipenuhi sebelum peristiwa itu berlangsung. 
B. Saran 
Dari pembahasan dan simpulan yang diuraikan di atas, maka 
penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:  
1. Dalam rangka memberikan kepastian terhadap kepentingan negara 
dalam pembiayaan negara maka diperlukan dukungan berbagai 
pihak, baik melalui bunyi peraturan maupun penerapannya oleh 
para penegak hukum. Oleh karena itu seharusnya UUK dan PKPU 
harus dapat lebih tegas lagi mengatur tidak hanya mengenai 
kepentingan kreditor dan debitor, tetapi juga kepentingan Negara 
karena negara kedudukannya berada di atas kreditor separatis 
yang menurut UUK dan PKPU adalah kreditor yang 
 127 
kepentingannya paling tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan ini maka 
dirasa perlu merubah dan atau menambah pasal-pasal mengenai 
hal tersebut dalam UUK dan PKPU. 
2. Kurator merupakan salah satu pihakyang berperan sangat penting 
dalam proses kepailitan, sudah sewajarnya kurator dituntut untuk 
memahami secara mendalam seluruh aspek perusahaan dan 
aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut, oleh 
karena itu dalam hubungannya terhadap kepentingan negara, 
kurator harus mampu memahami kebutuhan negara dalam 
pengumpulan pajak yang merupakan sumber utama penerimaan 
negara dalam APBN. Selain itu pula, kurator juga harus mampu 
menjembatani kepentingan para buruh yang pada hakikatnya 
adalah unsur esensial dalam perusahaan, sehingga hasil pekerjaan 
dari kurator tidak menimbulkan masalah baru setelah proses pailit 
selesai. 
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